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SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara
Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Kembali saya ingatkan, ya. Kita harus bicara secara efektif dan
efisien, tidak berpanjang-panjang, ya, baik Termohon, Pihak Terkait,
maupun Bawaslu. Kemudian, Pemohon hanya ... sekarang gilirannya
hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Para Pihak yang saya
sebutkan tadi.

Kemudian, begini, ternyata di bawah ada masalah yang berkaitan
dengan antigen, ya. Ada yang merasa bawa surat, tapi terus kemudian
masih dilakukan tes antigen, tapi itu merupakan kewenangan kita. Kalau
ada yang dianggap masih bermasalah, ya, di sini yang menentukan
diantigen, ya. Tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan di bawah. Kalau
Petugas di bawah menganggap tetap perlu dilakukan antigen, kita lah
yang menentukan, ya. Karena ternyata ... apa ... tadi pagi ditemukan,
meskipun sudah bawa surat antigen yang mengatakan yang
bersangkutan negatif atau non-reaktif, tapi ternyata setelah diantigen
ternyata ditemukan dua orang yang positif. Makanya, ya, kita lah yang
berhak untuk menentukan apakah diantigen lagi atau tidak, ya. Itu
makanya menjadi catatan kita bersama.

Baik, silakan memperkenalkan diri Pemohon yang hadir Perkara
Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021, siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Baik, Yang Mulia, Majelis Hakim Panel. Pemohon Perkara Nomor
50/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir Eleonarius Dawa dari Kuasa Pemohon.
Terima kasih.



KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Pemohon Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia, Muhammad Nursal, S.H.,
Damang, S.H.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Termohon Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021
siapa yang hadir?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini saya sendiri atas
nama Ferdinadus Himan, S.H., didampingi oleh Prinsipal atas nama
Ponsianus Mato. Dan di sidang daring di Mercure Hotel ada rekan saya
atas nama Jimmy Setiawan Natalianto Daud, bersama Prinsipal langsung
Bapak Komisioner, Kris Bheda.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. =~ Termohon Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.
Dihidupkan miknya!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Termohon Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara
luring, saya Johanis H. Maturbongs, beserta Prinsipal atas nama Ibu
Hestevina Kawer. Dan juga hadir dalam proses daring Pak Yusman
Conoras dan Ana Rita Ohee sebagai Kuasa Hukum. Dan Ketua KPU
Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen sekaligus Korwil Wilayah
Apalapsili, dan Okniel Kirakla. Terima kasih, Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir Kuasa Hukum Pihak
Terkait, saya sendiri Ireneus Suria dan rekan saya Fransiskus Dohos Dor.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: ALOYSIUS RENWARIN

Yang Mulia, nama saya Aloysius Renwarin dan rekan saya Yenius
Yare.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Sekarang Bawaslu Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021.
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Yang Mulia, yang hadir pada kesempatan ini dari Bawaslu
Manggarai Barat, saya sendiri Eduardus Ndundu, dan Anggota Bawaslu
Provinsi NTT, Ibu Melphi M. Marpaung, serta yang mengikuti daring
Bapak Baharudin Hamzah selaku Anggota Bawaslu NTT, dan Ketua
Bawaslu Manggarai Barat, Bapak Simeon S. Sofian.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Bawaslu Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.
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BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan dari Bawaslu untuk
Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, nama saya Jamalluddin Lado Rau,
S.H., M.H., (Anggota Bawaslu Provinsi Papua) dan Yohanes Dogopia
(Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo). Dan secara daring diikuti oleh
Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Habakuk Mabel dan Demianus
Bayage di ruang Bawaslu RI. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Kita pada hari ini mendengarkan Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, tapi
sampaikan pokok-pokoknya! Seluruh dokumen sudah disampaikan
kepada Para Pihak, kemudian buktinya juga sudah disampaikan, ya.

Ada bukti tambahan? Kalau ada bukti tambahan segera
diserahkan. Ada? Bukti tambahan? Silakan, siapa yang mengajukan
tambahan bukti?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Dari Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon, silakan!

Ya, cepat saja. Sudah sesuai dengan PMK? Ada daftar buktinya
dan sudah dileges, serta sudah disterilisasi, ya?

Ya, yang lain ada?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Majelis, untuk Perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ambil, perkara ... Mas?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021, kami (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di sini ... di sini taruh.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sudah diserahkan, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ha? Sudah?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sudah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, kalau sudah ya sudah.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sudah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, kalau sudah, ya, sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Izin, Yang Mulia. 97/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Mengajukan alat bukti tambahan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Hari ini, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tidak bisa diterima, sudah saya sampaikan pada waktu
persidangan. Ah, sebelum akhir persidangan pada sidang pertama itu
supaya disampaikan, ya, sudah tidak bisa lagi, kecuali perkara Anda
nanti lanjut di dalam pemeriksaan persidangan, itu masih bisa diajukan
buktinya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Siap, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kami baca PMK, ya? Kemudian juga sudah saya umumkan

(...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Mohon izin (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa itu terakhir. Tapi kalau misalnya ada yang belum di
verifikasi, tapi sudah diajukan sebelum persidangan ditutup, maka
disahkan sekarang, ya. Baik. Oh, Yalimo sudah? Baik.

Bawaslu sudah enggak ada tambahan bukti? Pihak Terkait, ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar. Pihak Terkait dahulu, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 tadi sudah menyerahkan
(...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah? Ya, kalau sudah, ya. Baik. Kalau sudah jangan
disampaikan karena sudah pasti sudah terverifikasi ini. Bawaslu ada
tambahan?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Tidak ada, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya? Baik, cukup kalau begitu. Kita mulai jawaban
Termohon Perkara ... Yalimo kenapa? Sudah cukup? 50/PHP.BUP-
XIX/2021?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ha? Apa? Dari mana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Manggarai Barat.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Manggarai kenapa? Yang ... sekarang yang pertama itu ... ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya. Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perkara 50/PHP.BUP-XIX/2021 dahulu, jawaban Termohon,
silakan. Jadi ini begini, kita selesaikan satu perkara dahulu, baru perkara
berikutnya. Jadi urutannya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait
Perkara 50/PHP.BUP-XIX/2021, dan Bawaslu 50/PHP.BUP-XIX/2021.
Habis itu baru kita menginjak ke perkara yang berikutnya. Silakan
Termohon, Anda mengajukan Eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa? Eksepsi tentang apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan. Terus, Eksepsi tentang apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Eksepsi tentang Kedudukan Hukum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Atau kenapa? Eksepsi
tentang Kedudukan Hukum?
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia. Saya kira saya perlu bacakan terkait karena ...
poin-poin saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya saja jangan dibacakan keseluruhan. Kenapa? Kok Anda
mengeksepsi Kedudukan Hukum?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam Kedudukan
Hukumnya mendalilkan pada huruf ¢, dalam poin ... halaman 3 merujuk
pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan
250.000 jiwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Itu dianggap dibacakan kalau itu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda sampaikan saja begini, nanti juga yang perkara berikutnya.
Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon atau dengan
Pihak ... sori ... dengan Pihak Terkait, sekian, sehingga tidak memenuhi

Pasal 158. Gitu saja.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga dari situ tidak mempunyai kedudukan hukum, kan gitu,
kan?
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nah, ya. Sudah sampaikan itu saja menurut Anda.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan. Bahwa
berdasarkan huruf b di atas, selisih perolehan suara sah Pasangan Calon
Nomor Urut 2 selaku Pemohon dengan Calon Nomor Urut 3 sebagai
pasangan calon dengan suara sah terbanyak dalam perkara a quo
sebagai Pihak Terkait, sebagai berikut:

1,5% x 135.500 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dianggap dibacakan itu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di sini ada.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Dengan demikian, selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor
Urut 3 persentase selisih=2,6%. Bahwa dengan demikian menurut
hukum dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat tahun
2020 sebanyak 263.562 jiwa untuk mengajukan permohonan
persidangan seharusnya memenuhi syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tenggang Waktu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Berkaitan dengan Tenggang Waktu ada dua, yang pertama
tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 14.59 WIB,
sudah dinyatakan telah lewat batas waktu pengajuan Perbaikan
Permohonan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pendahuluan pada tanggal
26 Januari 2021, Majelis Hakim dalam persidangan sengketa ini telah
menyatakan dengan tegas bahwa terhadap Perbaikan Permohonan yang
diajukan Pemohon pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 14.59 WIB,
telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Perbaikan, sehingga
yang dipakai dalam Permohonan ini adalah Permohonan awal tertanggal
18 Desember 2020, pukul 21.00 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... kalau sekarang Eksepsi dibacakan kesimpulannya saja,
enggak usah ... anunya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Faktanya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Obscuur, ya, Permohonannya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Obscuur libel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa dalil-dalil Pemohon ... Permohonan bukanlah terkait
dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana kewenangan
mengadili pada Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang Pokok Permohonannya, daliinya? Anda
merespons apa? Tadi kan Eksepsi semua.

12



92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Saya tambahkan obscuur libel, ya, sedikit, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sudah dimengerti di situ. Sudah di sini kan Anda tuliskan?
Kan sudah. Mengenai bagaimana menjelaskan obscuur itu kan sudah

Anda jelaskan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Anda menjelaskan mengenai obscuur itu halaman berapa
sampai halaman berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Halaman 12 sampai halaman 13 saja, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lah, ya, makanya itu sudah dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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101.

102.

103.

104.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus sekarang?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Poin 16 ... halaman 16, Yang Mulia. Poin 6.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa terkait Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon
bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis,
terstruktur, dan masif yang dibagi ke dalam dua jenis pelanggaran, yakni
pelanggaran-pelanggaran sebelum, dan saat pencoblosan, dan
pelanggaran-pelanggaran sa ... setelah pencoblosan. Menurut Termohon
adalah tidak jelas, tidak terstruktur, dan tidak sistematis.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan Pemohon
terkesan hanya sebagai judul kosong tanpa isi. Karena pada faktanya
Pemohon tidak menguraikan secara sistematis dan terstruktur dengan
dibuktikan oleh fakta-fakta yang diperoleh terkait hal-hal yang disebut
sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstuktur, sistematis, dan
masif oleh Termohon.

Bahwa perihal itu dicontohkan dengan dalil yang dibangun
Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon
tidak melakukan pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak
pemilih, tidak mengistrusi ... tidak menginstruksikan secara benar pemilih
yang dapat menggunakan KTP, tidak memasang DPT di TPS adalah
tindak ... tindakan Termohon melanggar asas pemilu, luber, jurdil, terjadi
secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan tujuan pasangan ...
dengan tujuan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa menurut Termohon tuduhan Pemohon sangat tidak jelas
dan tidak berdasar. Karena tidak menguraikan secara jelas dan ...
dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi
mengaitkan Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang
menurut Termohon sangat mengada-ngada, tendensius, dan cenderung
mengarah ke fitnah.
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105.

106.

107.

108.

109.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang kesimpulannya itu, gimana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa berdasarkan fakta dan hasil pengaturan, serta uraian
sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati,
Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
untuk menyatakan Permohonan dalam perkara nomor ini yang
dimohonkan oleh Pemohon, tidak jelas, obscuur libel, dan selanjutnya
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang Pokok Permohonan, pokoknya saja, jangan
seluruhnya!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon memohon segala
sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi sejauh relevan dengan pokok
perkara, mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
pokok perkara ini.

Bahwa secara tegas Termohon mengatakan membantah dan
menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang
secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Pokok Permohonan yang sifatnya
sama atau menguraikan pengulangan terhadap dalil yang sama akan
ditanggapi secara sekaligus oleh Termohon dalam jawaban ini.

Bahwa Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil yang semata-
mata ditujukan kepada Termohon. Dalil-dalil yang tidak ditujukan kepada
Termohon tidak akan ditanggapi dalam jawaban ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!
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110.

111,

112,

113.

114,

115.

116.

117.

118.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon peserta
pemilu dan wakil pemilu ... wak ... Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam
Keputusan KPU Nomor 90, Bukti T-3, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi Saudara merespons Permohonan Pemohon itu berkaitan
sistematikanya yang berkaitan dengan sebelum pencoblosan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dan sesudah pencoblosan, kan gitu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang sebelum pelanggaran ... sebelum pencoblosan apa? Itu di
halaman 27 ke atas itu kan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang sesudah ... yang sebelum pencoblosan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Bagaimana tentang pemutakhiran data pemilih? Dilakukan
enggak pemutakhiran data pemilin?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Dilakukan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Pada waktu pemutakhiran daftar pemilih tetap, apakah
dilakukan pleno?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pleno, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilakukan pleno. Siapa yang hadir pada waktu rapat pleno
pemutakhiran data? Penetapan DPT?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Semua pasangan calon ... semua pasangan calon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semua pasangan calon?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Bawaslu hadir?
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Hadir juga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Jadi tolong yang sistematis. Pada waktu itu yang hadir
Siapa saja?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pasangan ... KPU.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
KPU.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pasangan calon
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pasangan calon.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bawaslu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bawaslu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua tanda tangan yang hadir di situ?
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tanda tangan, Yang Mulia. Tanda tangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terus akhirnya DPT secara resmi ditandatangani oleh KPU?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jumlah pemilih di situ, yang ditentukan pada waktu DPT berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

DPT=172.684, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang dipakai dasar dalam pilkada?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Yang dipakai dalam ... ya, itu yang dipakai, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang dipakai. Nah, ini kan berarti untuk masalah DPT sudah
klir, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Klir, Yang Mulia.
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang pencoblosan. Dalam rangka pencoblosan ada
pelanggaran apa yang direspons Saudara tad ... yang didalilkan oleh
Pemohon, itu dimulai halaman berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Halaman 29, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Halaman 29.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya. Bahwa Termohon ... dalii Pemohon. Bahwa Termohon
menggunakan C1-KWK Form Simulasi untuk pelatihan KPPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 13, halaman 6, yang
menerangkan Termohon menggunakan C-1 hasil KWK Form Simulasi
untuk pelatihan KPPS bagi Termohon adalah tidak benar dan mengada-
ada. Karena alasan sebagai berikut.

Bahwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Dianggap dibacakan alasannya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terkait dengan rapat pleno juga sudah dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sudah dibacakan. Tadikan sudah rapat pleno. Jadi sekarang yang
menentukan sampai DPT itu sudah tidak ada masalah. Karena semuanya

sudah anukan ... hadir di dalam penetapan pleno kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang apa lagi yang akan Anda sampaikan respons?
Pada waktu pencoblosan ada persoalan, enggak? Yang didalilkan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Dari 586 TPS (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang sebelumnya, apakah Saudara menyampaikan seluruh
undangan? C-1 kepada pemilih?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu kan halaman 41 itu.
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164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Anda menyampaikan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus? Kalau sosialisasi, dilakukan sosialisasi kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Benar, Yang Mulia. Dilakukan sosialisasi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu di 43.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, 43, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus kemudian pemasangan DPT dibanyak TPS, tidak sesuai
ketentuan. Anda masang di mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Di setiap TPS, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setiap TPS dipasang DPT-DPT?
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174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sesuai ketentuan. Ini yang Anda merespons ini adanya
pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas yang
menguntungkan salah satu. Jadi, Anda dikatakan tidak netral, gimana

itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Sejauh ini di halaman 46 itu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Sejauh ini kami tidak menemukan adanya dugaan yang seperti
disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ini nanti Bawaslu ada respons enggak ini? Tahu atau enggak
ini? Dikatakan tidak netral ada laporan enggak, ya? Nanti coba direspons

itu. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tentang dalil Pemohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Sebentar! Silakan, Prof. Saldi.
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182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, KPU itu rekapituilasi dan penetapan daftar pemilih tetap itu
kapan di ... apa ... dilakukan? Anda punya Bukti T-17 itu maksudnya apa
itu? Coba lihat itu! Lihat daftar Buktinya T-17!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Apa itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Berita Acara rapat ... Berita Acara (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Rapat pleno terbuka, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Rapat pleno terbuka, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Siapa saja yang hadir ketika itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Seluruh pasangan calon dan Bawaslu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari mana bisa dilihat di ... di ... di apa ini? Di bukti daftar
hadirnya pasangan calon?
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

T-19, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-19. Sebentar! Mohon maaf, Pak Ketua. T-19 itu kalau halaman
pertamanya itu semuanya yang internal, ya? Ada kasubag umum segala
macam. Kalau pasangan calon di mana dilihat? Yang mana ini pasangan

calonnya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini saya punya tiga ini. Tim pendukung pasangan calon ...
Pemohon ini pasangan calon nomor berapa? 3, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Nomor Urut 2, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 2. Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor 2, Beni ... Anda
kenal itu? Beni ... apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Beni Ranaleva, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Siapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Beni Ranaleva.
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200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Beni Ranaleva. Anda tahu itu? Itu Prinsipalnya ke mana mau
dicari? Tapi Anda ketahui bahwa ada wakil dari Pemohon yang datang
ketika rekapitulasi ini, ya ... ketika apa ini? Ketika ... apa ... ini ada Beni
Ranaleva. Jadi, artinya ada wakil Anda datang ketika rekapitulasi
penetapan daftar pemilih tetap, ya? Oke. Terima kasih, Pak Ketua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu Pihak Terkait juga hadir? Hadir, ya? Siapa yang hadir di
situ? Waktu rapat pleno penetapan DPT, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Kris Fianto, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kris G. F., ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Kris G. Fianto.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, sudah. Berikutnya sekarang silakan, Termohon!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Saya lanjut, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26



208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tentang dalil Pemohon, “Termohon sengaja ... secara tidak ...
tidak secara benar sosialisasikan pemilih dapat memilih dengan
menunjukkan KPT.”

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Itu kita sudah buktikan, Yang Mulia, di dalam Bukti T ... T-51, T-
52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu sudah. Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Selanjutnya pemasangan DPT (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sudah (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Dalil Pemohon, tentang pemasangan DPT di TPS yang tidak sesuai
dengan ketentuan, itu sudah dianggap ... Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah.
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216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
Pemohon ... Termohon serta jajaran petugas pelaksana pilkada yang
menguntungkan salah satu calon. Itu sudah kita tanggapi juga, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang mengenai itu C-1 Plano yang tidak berhologram?
Anda pakai yang mana itu? Betul apa enggak itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semuanya menggunakan C-1 Plano berhologram?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, ada buktinya ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bukti T-53, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bukti T-53?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, sebagai sampel.
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225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dicek.
Nanti dicek, Bukti T-53, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terus dilanjutkan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah
pemilih terjadi di 211 TPS, rata-rata 40 sampai 45 pemilih per TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Gimana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Yang Mulia, kami tidak bisa menanggapi karena di dalam dalil
Permohonan itu, Pemohon hanya menyebutkan sejumlah angka tanpa
merincikan. Di mana saja 211 TPS dimaksud?

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini Pemohon ... berarti dalil Pemohon kabur, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Kabur, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak jelas di mana TPS-nya?
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234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242,

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

TPS-nya di mana? Bahwa Pemohon juga tidak mampu
menunjukkan data sejumlah pemilih yang sedang berada di luar daerah
sebagaimana dimaksud.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pemohon juga tidak menunjukkan data siapa yang menggunakan
hak pilih para pemilih yang berada di luar daerah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus yang di bawah umur?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Yang di bawah umur juga, Yang Mulia, tidak dapat ditunjukkan
juga oleh (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon? Kan itu dalilnya ada di 142 TPS yang pemilih di bawah
umur, rata-rata tiap TPS 10 sampai 15, gitu kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu tidak benar?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tidak benar, Yang Mulia.
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243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Karena dia tidak bisa menunjukkan di mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Di mana.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terkait dengan hal itu, saya tambahkan sedikit, Yang Mulia?
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih di
bawah umur dan sejumlah anak seperti yang dituduhkan. Bahwa pemilih
di bawah umur dan seberapa banyak orang anak yang terjadi di TPS ...
terjadi di 142 TPS. Bahwa apa yang terjadi di 142 TPS pun tidak mampu
dijelaskan Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus pemilih yang sudah meninggal, gimana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terhadap pemilih yang meninggal ... sudah meninggal dunia,
kami jelas ... sudah jelaskan bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan
fakta di mana 188 TPS dimaksud? Yang kedua bahwa Pemohon tidak
mampu menunjukkan bahwa berapa pemilih yang sudah meninggal
dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPT.
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251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Itu bukti yang T-54, T-55, itu gimana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, berkaitan dengan Bukti T-54 dan T-55. Pascapenetapan DPT
oleh Termohon tanggal 15 Oktober 2020, pen ... Termohon
menyampaikan by name by address kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk cakram padat.
Dalam kepentingan perkara ini, Termohon akan menunjukan hasil print
out-nya, Bukti T-54 dan T-55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Selanjutnya, terhadap yang telah meninggal dunia, hasil
pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data, serta
masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara
sejumlah=3.786 pemilih (vide Bukti T-54 dan T-55).

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang di ... dilakukan sebelum pencoblosan. Sekarang, yang
sudah ... setelah pencoblosan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa yang direspons?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Terhadap dalil Pemohon, banyaknya pelanggaran penyalahgunaan
wewenang Yyang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan
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259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

pilkada di Kabupaten Manggarai Barat bahwa Termohon pada Pokok
Permohonan 3.10, halaman 6, yang menerangkan bahwa pelanggaran
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dalam
penyelenggaraan pilkada di Manggarai Barat. Selanjutnya dalam Pokok
Permohonan poin 46, 47, 48, dan seterusnya, menurut Termohon adalah
tendensius dan cenderung fitnah, tidak jelas, dan tidak berdasar karena
alasan, sebagai berikut. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan
keberatan kepada Termohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Saya teruskan, ya? Saya anu ... apa ... anu ...
langsung saja, tidak usah dibacakan satu per satu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat
Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16, saksi
Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan, ya, di situ? Pada waktu pencoblosan, saksi-
saksi dari Pihak Pemohon, apakah ada yang tidak tanda tangan? Di TPS
mana menurut Anda, enggak ada?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada? Berarti Bawaslu ada laporan enggak itu mengenai itu?
Itu dalil yang pertama, ya. Kemudian dalil kedua yang pencoblosan?
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266.

267.

268.

269.

270.

271.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tentang upaya penghilangan hak pilih sistematis, terstruktur, dan
masif yang dilakukan oleh Termohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Gimana itu menurut Saudara?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menguraikan secara
terang dengan menyebutkan locus TPS sebagaimana dituduhkan
Pemohon dan dengan modus seperti apa Termohon menem
menempatkan pemilih yang memilih di tempat jauh dari domisilinya
secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga pemilih tidak dapat
menggunakan hak pilihnya karena ... dikarenakan harus melakukan
perjalanan cukup jauh di tempat tinggalnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus dalil yang terakhir mengenai pelanggaran administrasi
pilkada?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Pelanggaran administrasi pilkada. Bahwa terhadap Pokok
Permohonan terkait dengan pelanggaran administrasi pilkada, Termohon
menanggapinya, sebagai berikut. Bahwa Termohon telah melaksanakan
Tahapan dan Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai
Barat Tahun 2020 secara baik dan benar sebagaimana tertuang dalam
PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan seterusnya, Yang Mulia. Mulai dari
persiapan dan program dana anggaran, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang saya tanyakan, berapa sih di Manggarai Barat, ya.
Manggarai Barat.
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272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Seluruhnya ada berapa kecamatan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

12 kecamatan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
12 kecamatan. Ada berapa TPS seluruhnya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

586 TPS.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

586 TPS. Pada waktu penghitungan suara di TPS, ada persoalan
yang muncul?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Hampir secara keseluruhan tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada. Pasangan ... saksi Pemohon tanda tangan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tanda tangan.
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281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua tanda tangan? Ada yang tidak tanda tangan? Di TPS
mana? Ingat?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Semua tanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua tanda tangan. Waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, di
12 kecamatan, ada persoalan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Tidak ada.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ha?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Paling hanya satu, Yang Mulia. Kecamatan Komodo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatan Komodo apa yang menjadi masalah? KPU? Silakan
kalau ... anu ... langsung KPU, miknya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Di TPS 10, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?
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290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-

XIX/2021: FERDINADUS HIMAN
Di TPS 10.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 10 ada masalah apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-

XIX/2021: FERDINADUS HIMAN
Berkaitan dengan pembukaan kotak suara di luar jam pleno.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu pembukaan kotak suara di luar?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-

XIX/2021: FERDINADUS HIMAN
Di luar pleno ... jam pleno, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di pleno tingkat kecamatan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-

XIX/2021: FERDINADUS HIMAN
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi dibuka di mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-

XIX/2021: FERDINADUS HIMAN
Itu tetap dibuka di kecamatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dibuka tetap di kecamatan.
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300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, hanya ada kesalahan terkait dengan pemasukan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Anu saja langsung KPU-nya yang jawab, pakai mik itu.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Mohon izin, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Itu terjadi di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Labuan Bajo?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Kelurahan Labuan Bajo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Faktanya pada saat pembukaan kotak di kecamatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Cara teknis rekapitulasi itu dalam satu kelurahan dibuka secara
keseluruhan, ada 12 TPS. Pada saat sampai di TPS 10, kesalahan
mengambil dokumen dari kotak TPS 10 pada saat rekapitulasi di tingkat
kecamatan. Sehingga faktanya, ketika kasih keluar dan dimasukkan di
TPS 9. Itu di ruang rapat pleno terbuka.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Pada saat kita mencari dokumen tersebut, ditemukan di TPS 9.
Lalu dikembalikan ke semula, itu yang dipersoalkan oleh Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus pada waktu di Kecamatan Komodo ini ada keberatan
dari Pemohon atau dari pihak yang lain?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Hanya Pemohon yang keberatan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon keberatan. Keberatannya hanya salah tempat ini?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Salah membuka kotak pada saat rapat pleno di tingkat
kecamatan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus mengenai hasil penghitungan suaranya atau rekapitulasinya
ada persoalan?
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318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Tidak ada persoalan, Yang Mulia. Angka perolehan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah terakhir rekapitulasi, apakah semua saksi, termasuk saksi
Pemohon tanda tangan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Untuk Kecamatan Komodo, Yang Mulia, saksi Pemohon tidak
mendatangani.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak tanda tangan. Tapi semuanya tanda tangan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Semua tanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waktu itu pengawas kecamatan mempersoalkan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Dari pengawas kecamatan, semua tidak mempersoalkan itu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak mempersoalkan.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Karena sudah ada kesepatakan bersama terhadap hal itu bahwa
berupa dokumennya dikembalikan di TPS 10.
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327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Hanya dikembalikan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Dikembalikan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi tidak ada perubahan, perolehan suara tidak ada?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Sama sekali tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pihak Pemohon menuliskan ada keberatan di formular D?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Formulir D keberatan kecamatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ada tingkat kecamatan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah keberatan itu, Bawaslu bagaimana? Panwascamnya
bagaimana?
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336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Dalam forum rekapitulasi di kecamatan, panwas mengatakan
bahwa dokumen itu segera dikembalikan di TPS (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, hanya dikembalikan ke tempat yang benar, gitu?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Dikembalikan. Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Tapi perolehan hasil suaranya tidak berubah?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Sama sekali tidak berubah, Yang Mulia. Hanya dokumen satu
sampul yang di dalamnya adalah surat suara yang tidak digunakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus setelah itu, kan dari 12 kecamatan itu dibawa ke
tingkat kabupaten, ya, kan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Ya, Yang Mulia. Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat kabupaten, pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten
persoalan Kecamatan Komodo ini masih dipersoalkan?
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344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Masih hal yang sama dipersoalkan. Kami di kabupaten sudah
menjelaskan berkaitan persoalan tersebut, tetapi dari Pemohon masih
belum terima terhadap hal tersebut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi tetap perolehan suara di ... dari Kecamatan Komodo di
tingkat rekapitulasi kabupaten tidak berubah sama sekali?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Tidak berubah sama sekali, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bawaslu di tingkat kabupaten bagaimana sikapnya di situ?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Sikapnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Selesai?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Semuanya sudah menerima hasil waktu itu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Tanpa ada catatan maupun keberatan.
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353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ya, silakan!
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini ... apa namanya ... ke Pemohon, ya. Anda mempersoalkan
C-1di 137 TPS, ya? Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di 137 TPS itu saksi Anda tanda tangan enggak ketika ... apa
... setelah pemungutan suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ada yang tanda tangan, ada yang tidak, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa yang tidaknya? Yang tidak tanda tangan itu di berapa
TPS? Anda ... Anda sertakan buktinya, ndak? Di Bukti P berapa yang

tidak tanda tangan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Di perbaikan kita sertakan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Perbaikan, kan sudah kita tidak dihitung lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ya.
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362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Karena perbaikan Anda, kan dikatakan lewat waktu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jadi enggak ... enggak ... pedomannya tidak perbaikan lagi.
Permohonan awal.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Di Permohonan awal kemarin kita tidak sempat melampirkan bukti
karena waktu itu ada kendala sedikit, Yang Mulia, makanya kita di
perbaikan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, oke. Tapi, kan perbaikan sudah hangus, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu satu. Jadi, Anda tidak bisa pastikan, ya, di ... di TPS ... di
berapa TPS jumlahnya yang tidak tanda tangan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU, itu di TPS-TPS yang mereka sebutkan soal C-1 yang mereka
persoalkan itu, berapa banyak saksi mereka yang tidak tanda tangan?
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371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Mohon izin, Yang Mulia. Dari catatan kami di C Plano (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Semuanya di 56 TPS sudah ditandatangani semua.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
C Plano, ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

C Plano. Kemudian, C Salinan. Semuanya sudah kita (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda buktikan itu? Anda ... Anda buktikan? Di bukti P berapa itu
... T berapa? Ada contohnya, ya. Tapi, kan tidak semua, ya? Sampling,

ya?

TERMOHON PERKARA' NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Di (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ini, ya, Anda ... anu ... C-1 Plano, ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Betul, Yang Mulia.
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380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini semua di sini yang Anda ... anukan ... sini, semua ada tanda
tangannya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Semua ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, itu ... itu ... Pemohon, Anda tidak bisa memastikan di berapa
TPS yang tidak tanda tangan?

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. 2 atau 3 saja yang tidak tangan bisa enggak, setelah
diperbaiki? Mau kita cek di sini.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini perlu, Iho. Karena ini selisih Anda kan tipis ini, di soal ambang
batas itu. Enggak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: ELEONARIUS DAWA

Belum bisa memastikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, oke. Pertanyaan saya berikutnya. Anda mempersoalkan ada
142 TPS yang ada anak di bawah umur. Di 142 TPS itu saksi Anda tanda
tangan, enggak?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini di sini ... anu ... Yang Mulia, Prof. Saldi (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada C-1 Plano yang dijadikan bukti Termohon, Bukti T-53 di
Kecamatan Komodo, Desanya Batu Cermin.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Tanda tangan Prof, ya?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua tanda tangan ... semua tanda tangan. Kemudian, yang
lain-lain juga semuanya tanda tangan. Nah, ini soalnya ... masalahnya
Pemohon enggak bisa menunjukkan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Contohnya saja di dalam Perbaikan. Itu yang mana, ini contoh.
Tadi meskipun tidak dipakai, tapi Anda di perbaikan itu menunjukkan di
TPS mana? Berarti kalau enggak bisa menunjukkan, kan betul sudah
jawaban Termohon, kalau begitu. Bahwa Anda tidak tepat untuk
menunjukkan yang bermasalah itu di mana.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU, ini dari 142 TPS itu, ada enggak yang tidak tanda tangan,
yang diklaim oleh Pemohon ini?

TERMOHON PERKARA NOMOR  50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Sama sekali dari 586 TPS, Yang Mulia, kalau C Plano semua
ditandatangani.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semuanya ditandatangani?
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397.

398.

399.

400.

TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021:
PONSIANUS MATO

Semua ditandatangani.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, yang terakhir dalilnya? Ini tadi yang dipersoalkan
terakhir, kan di Komodo ini, ya. Sampai sekarang masih bermasalah.
Jadi, di tingkat kabupaten ... rekapitulasi di tingkat kabupaten, itu masih
juga dipersoalkan, ya? Tapi oleh Bawaslu tidak ... sudah tidak menjadi
masalah. Karena sebetulnya ditempatkan di TPS 09 yang betul. Itu saja?
Oke.

Baik, sekarang Petitumnya, silakan, Termohon.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, berdasarkan uraian
dan seluruh bukti-bukti yang telah kami sampaikan di atas, Termonyo ...
Termohon menyampaikan bahwa seluruh proses Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun
2020, mulai dari pers ... persiapan sampai pada tahap penyelenggaraan
pemilihan, telah Termohon laksanakan secara demokratis berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan prinsip
pemilihan mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional ... profesional, akuntabel, dan efektif, dan efisien. Bahwa
atas dasar itu, menurut Termohon, Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127 dan seterusnya tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang diterbitkan tanggal 16
Desember 2020 tetap dinyatakan benar dan tetap berlaku.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor
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401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

127/PL.02.6-KPT/5315/KPU-Kabupaten/XI1/2020 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun
2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 18.02 WITA.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 yang
benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor
50/PHP.BUP-XIX/2021.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Saudara mengajukan Eksepsi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mengenai apa Eksepsinya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Mengenai Kewenangan Konstitusi, Obscuur libel (...)
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4009.

410.

411.

412,

413.

414.

415.

416.

417.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Kedudukan Hukum Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kedudukan hukum (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Apa Eksepsi Kedudukan Hukum? Eksepsi Saudara mengenai
Kedudukan Hukum, apa? Berkenaan dengan apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Pemohon tidak ... tidak memenuhi kedudukan hukum untuk

mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 atas dasar sebagai berikut:

a. (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah dibacakan, yang pokok saja, kenapa? Ini kan
kesimpulan dari sini kan Anda sudah tahu, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena apa? Melebihi 158?
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418.

419.

420.

421,

422,

423.

424.

425,

426.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, 158.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nah, ya, begitu saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ada 2 juga, Yang Mulia, menyangkut soal Permohonannya karena
tidak disertai alat bukti, lampiran alat bukti pada tanggal 18 Desember
2020 sebagai Permohonan yang telah berlaku itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Kedudukan Hukum? Bukan Kedudukan Hukum, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, cacat formil kita (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Kedudukan Hukumnya itu menyangkut persentase, tidak
memenuhi 158, begitu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mestinya harus berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, mestinya karena penduduk Manggarai Barat itu 1,7 ...
263.000, 1,5%.
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427.

428,

429,

430.

431.

432.

433.

434.

435.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
1,5%, nah ini selisih ini berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Selisihnya itu 2,6%, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, itu. Nah gitu saja, yang penting enggak usah dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus Anda mengatakan, "Cacat formil.” Kenapa cacat formil?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya. Mengenai itu cacat formil, Yang Mulia. Bahwa Permohonannya
itu adalah tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.00 WITA, sebagaimana
telah ... perbaikannya itu telah melewati tenggang waktu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi perbaikannya itu tenggang waktu? Sudah lewat?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Permohonan itu sendiri tidak disertai dengan alat bukti pada
tanggal 18 Desember 2020, alat buktinya seperti yang disampaikan
Kuasa Pemohon pada perbaikan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti kita ... anu ... kita yang nilai. Terus yang berikutnya,
obscuur?
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436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Obscuur, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus sekarang Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik. Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami merespons setidaknya
ada 4 hal (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa misalnya? 1, apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Satu. Di poin 7 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Secara spesifik poin 7 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Dalil poin 4, 5, 6, 7 yang pada pokoknya ... dalam Permohonan a
quo yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran
secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan Termohon,
maupun yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 yang telah dipersiapkan
secara terencana, sejak mulai dari proses penetapan calon bupati dan

54



445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

wakil bupati, proses kampanye, dan masa tenang, saat pencoblosan,
hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten.
Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang bohong,
halusinasi, dan irasional oleh karena:
1. Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif sangat tidak
dimungkinkan dilakukan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu narasinya, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya. Permohonan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengatakan bahwa dalil 4, 5, 6 adalah dalil yang tidak ...
irasional, yang bohong, dan halusinasi, ya? Itu narasinya 1, 2, 3, 4, itu.

Terus kemudian, dalil Pemohon 8, 9, 54, 55, dan 56, kenapa itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik. Itu terkait tuduhan terhadap Pihak Terkait, Yang Mulia,
melakukan money politics dan intimidasi kepada pemilih. Bahwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Dalil tersebut merupakan tuduhan vyang tidak benar dan
mengambang, sesat atau (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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452.

453.

454,

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Bersifat fitnah juga. Oleh karena (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi bagaimana tuduhan ... anu ... tuduhan mengenai (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Tuduhan mengenai melakukan money politics dan intimidasi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ada enggak money politics yang dilaporkan di Bawaslu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Tidak ada, Yang Mulia. Pihak Terkait tidak pernah dipanggil
panwaslu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada. Bawaslu bagaimana? Ada, enggak? Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus tuduhan yang lain?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Tuduhan yang lainnya, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

33, 34, 35, 36 itu bagaimana?
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462.

463.

464.

465.

466.

467.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya. Tuduhan terhadap poin 33, 34, 35, 36 berkenaan dengan
secara sengaja tidak menyerahkan panggilan (ucapan tidak terdengar
jelas). Kami responsnya bahwa apa yang didalilkan tuduhan sesat yang
tidak menyesat ... tidak mendasar. Kemudian (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian tujuan yang itu menyangkut tujuannya ... anu ...
tuduhan kepada Termohon? Kan tidak dibagikan Formulir C-6 dan
seterusnya itu, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, yang lain?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Bahwa yang berikut, poin 37 dan 38 berkenaan dengan Termohon

tidak benar mensosialisasikan pemilih, kami mereponsnya bahwa Pihak

. bahwa Pemohon tidak merinci berapa jumlah riil pemilih yang

menggunakan KTP atau tidak memperoleh C pemberitahuan yang tidak
menggunakan hak pilihnya.

Yang kedua, Pihak Terkait perlu menjelaskan bahwa tuduhan
Pemohon sangat jauh dari kebenaran karena pada faktanya Pihak Terkait
sama sekali tidak pernah merasa diuntungkan, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas klaim fakta versi Pemohon tersebut. Pihak
Tekait merasa tuduhan tersebut adalah asumsi-asumsi yang bersifat
halusinasi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Selanjutnya, Yang Mulia, pada poin 39, 40, dan 41 yang pada
pokok berisi tuduhan Termohon sengaja menghilangkan hak pilih, KPPS
. KPPS sengaja tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi di
setiap pasangan calon pada saat pencoblosan, dan DPT tidak
ditempelkan di TPS, merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta
karena Pihak Terkait telah menerima salinan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kalau dikatakan oleh Pemohon, Pemohon enggak mendapat,
Anda mendapat, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, betul.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Anda mendapat salinan DPT dan seterusnya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Kami mendapat salinan DPT dan Termohon melakukan
pemajangan DPT di seluruh TPS berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi
kita, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!
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476.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Selanjutnya pada poin 45 berkenaan dengan Pemohon adanya
pemilih di bawah umur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah direspons Termohon, betul yang direspons Termohon?
Tidak ada pemilih di bawah umur?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Di 586 TPS?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus yang lain?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Bahwa segala dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan a quo
tidak didukung dengan alat bukti, sehingga bersifat asumtif dan
halusinatif. Dengan demikian dalil-dalil seluruhnya tidak secara signifikan
memengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Petitum!
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484.

485.

486.

487.

488.

489.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan keputusan yang amar ... amar putusannya sebagai
berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-
Kpt/5315/KPU (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya itu dianggap ... kalau begitu lain kali kalau anu ... membaca
begitu 127 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020, gitu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Baik, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Barat untuk segera menetapkan calon terpilih Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
dengan rincian perolehan suara sebagai berikut.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor Urut 1 dapat berapa?
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493.

494.

495.

496.

497.

498.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Nomor Urut 1 mendapat suara=29.593 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor du ... Nomor 2?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

41.459 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 3?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Nomor 3=45.057 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 4?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Dan Nomor 4=19.412 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.
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500.

501.
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503.

504.

505.

506.

507.

508.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang keterangan Bawaslu. Tadi ada beberapa hal yang telah
disinggung, ya. Bawaslu akan menerangkan apa ini? Pada waktu
sebelum ... sebelum pencoblosan, ya. Saya minta klarifikasi, betul sudah
dilakukan pemutakhiran data? Dijawab pakai mik.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Pemutakhiran data dilakukan dalam sidang pleno
pengesahan DPT?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Betul, ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Betul.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tanggal 15 Oktober (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dihadiri oleh siapa?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Yang hadir dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Manggarai Barat.
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513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Kepolisian, pemerintah daerah, ketua dan anggota panitia
pemilihan kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim 4

pasangan calon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Empat pasangan calon hadir?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Hadir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Hadir. Terus hasil DPT-nya yang tanda tangan siapa?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Yang menandatangani adalah ketua dan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
KPU, ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya. Serta anggota KPU, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, Bawaslu pada waktu itu hadir?
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524.

525.

526.

527.

528.

529.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus sekarang berarti persoalan DPT sudah enggak ada
masalah kan?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus kemudian apakah ada laporan-laporan tentang
pelanggaran-pelanggaran pada waktu dilakukan pencoblosan dan pada
waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tidak ada laporan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada laporan. Di tingkat kecamatan rekapitulasinya?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Juga tidak ada laporan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada laporan. Terus setelah itu rekapitulasi di tingkat
kabupaten ada laporan?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya Klir?
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533.

534.

535.

536.

537.

538.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Semuanya Klir tidak ada laporan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon ada
persoalan-persoalan? Menurut Bawaslu bagaimana?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Bawaslu tidak menerima apa ... tidak menerima laporan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul itu?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Dan tidak ada temuan, ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus mengenai yang Anda mengatakan di sini ada laporan
tambahan, apa itu? Yang ditulis dalam laporan ini. Yang mengenai
masalah di Komodo itu gimana, Anda tahu?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya, Yang Mulia. Terkait dengan permasalahan di Komodo, yang
didalilkan oleh Pemohon, “Membuka kotak suara di luar jam pleno
kecamatan tanpa sepengetahuan satupun paslon. Terdapat 2 kotak
suara yang dibuka di luar pleno.”

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu di halaman berapa yang Anda baca?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Di halaman 7, Yang Mulia.
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541.

542.

543.

544,

545.

546.

547.

548.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 7. Ya terus? Silakan!

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya. “Terdapat 2 kotak suara yang dibuka di luar rapat pleno tanpa
dihadiri satupun paslon, yakni kotak suara pada TPS 08 dan T ... TPS 09
Kelurahan lab ... Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, yang sebelumnya
sudah dibuka dan dibacakan di ... hasil TPS-nya, serta dicatat dalam
Formulir D Hasil Kelurahan Desa Labuan Bajo. Jadi, sudah diplenokan
yang TPS 08 dan TPS 09, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sudah dikembalikan di tempat yang betul?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Di ... ya, di tempat (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Pada waktu pengembalian itu ada perubahan-perubahan
perolehan suara, enggak?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada.

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semua disaksikan semuanya, ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya.
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556.

557.

558.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten ada
masalah? Masih tetap dipersoalkan?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Masih dipersoalkan, tetapi masalah hasil tetap sama, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tetap sama?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup, ya?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini keterangan Saudara Bawaslu itu dilakukan dalam sidang
pleno, Bawaslu? Ditandatangani oleh seluruh komisioner Bawaslu?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Tiga orang tanda tangan ini, ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya, Yang Mulia.
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566.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pertanyaan saya yang terakhir, hotel yang bagus, sudah jadi
di sana? Di Labuan Bajo itu? Ya, di luar itu.
Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih, Pak Ketua. Ini untuk konfirmasi saja. Anda kan men
. menelat ... mene ... apa ... Bawaslu menjelaskan di sini bahwa di
halaman 9 tentang keberatan saksi pasangan calon terkait

ketidakhadiran pemilih, itu tidak ada keberatan saksi itu di semua TPS,
ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Ya, Yang Mulia. Lima ratus ... yang didalilkan di sini 225 ini.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dari dua ... dari 200 berapa?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
225.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar saya cek. Itu tidak ada yang ... semua ... apa ... apa ...
pasangan calon tanda tangan, ya?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tanda tangan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saksinya, ya? Oke, itu satu.

Yang kedua. Termohon ... Anda juga mengatakan bahwa tidak
benar Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih.
Bagaimana Anda bisa menyatakan tidak benar? Apa yang Anda lakukan?
Yang Bawaslu lakukan terkait dengan ini? Ini kan ada dalilnya ini, dalil
Pemohon mengatakan bahwa ada sengaja tidak menyampaikan
undangan kepada pemilih.
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569.

570.
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572.

573.

574.

Nah, Anda mengatakan di keterangan di halaman 20, di poin 10
itu, itu tidak benar. Bagaimana Anda me ... apa ... sampai pada
kesimpulan itu tidak benar, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Karena ini
tidak ada penjelasannya, tapi hanya ada kata kuncinya saja bahwa itu
tidak benar. Nah, kami ingin dan ... dapat ... apa ... penjelasan Saudara,
apa yang Saudara lakukan untuk menyatakan bahwa itu tidak benar?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya telah
melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan yang
dilakukan oleh KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat mulai
tanggal 4 sampai 8 Desember 2020 ... 2020.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, apa lagi?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Terhadap pemilihan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda telah melakukan itu, apa lagi? Ada yang komplain enggak
kepada Anda?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tidak ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kepada Bawaslu? Ini orang ada yang sengaja tidak didistribusikan
apanya ... ada, enggak yang komplain?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)
Tidak ada yang komplain.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada yang komplain, ya?
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BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, itu yang kedua.

Yang ketiga, ini ada juga ini bahwa selama proses rekapitulasi
penghitungan suara di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai,
hanya ada dua kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi
Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Kecamatan Ndoso dan Kecamatan
Komodo, tidak ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara
ulang dari awal di 211 TPS. Apa yang dilakukan Bawaslu terkait ... terkait
dengan keberatan ini? Ini ada dua kecamatan kata Anda kan?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, apa yang Anda lakukan, yang Bawaslu lakukan?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di 12
kecamatan di wilayah Kabupaten Mangarai Barat, hanya ada dua
kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi pasangan calon (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul. Apa yang dilakukan kan itu pertanyaan saya tadi.
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang dilakukan Bawaslu?

BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di
Kabupaten Manggarai ba ... Barat tidak ada form keberatan saksi dari
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585.
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587.

588.

589.

590.

pasangan calon. Namun, tidak berkaitan dengan perhitungan suara ulang
di 200 TPS (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hanya terkait dengan salah masuk suarat suara tadi, ya?
BAWASLU: EDUARDUS NDUNDU (KAB. MANGGARAI BARAT)

Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Cukup, Pak Ketua, tapi ada satu tua ... satu poin untuk KPU
ini.

Di jawaban Saudara itu, di halaman 7, coba lihat! Ini Anda ini
matematikanya bisa atau enggak, ini? Sudah dibuka, KPU. Itu ada Anda
bikin perhitungan, persentase selisih 2,6% ... 2,6%. Di bawah ada
persentase selesih Anda bikin angka, lalu di bawah ada pembaginya kali
100%, lalu di belakangnya ekuivalen dengan 2,65%. Yang mana yang
benar angka itu? 2,6 satu, 2,65. Kalau dijadikan ... dikonversi menurut
suara, banyak loh itu suaranya. Mana yang benar ini? Ha?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ada typo sedikit itu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu bukan typo namanya itu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

2,6%, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi yang benarnya?
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599.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

2,6%.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
2,6%. jadi yang di bawahnya tidak benar?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bagaimana Anda menjelaskan ini tidak benar?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Sesuai perhitungan presentase selisih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Walaupun kami nanti akan melakukan penghitungannya, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa presentase ini, tapi ini Anda harus hati-hati loh,
menampilkan 2 data yang berbeda untuk menjelaskan 1 fakta. Nah itu

berbahaya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: FERDINADUS HIMAN

Siap, Yang Mulia.
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607.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini anda jadi lawyer-nya harus hati-hati juga, KPU juga harus
hati-hati, ya. Nih, lihat nih 0,5% kalau pemilihnya 10.000.000, banyak
Iho orangnya itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Kita sudah selesaikan Perkara Nomor 50/PHP.BUP-
XIX/2021.

Sekarang kita menginjak ke perkara berikutnya, Perkara Nomor
97/PHP.BUP-XIX/2021 dimulai dari Termohon. Sama seperti tadi saya
sampaikan, ya.

Saudara mengajukan Eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Mengajukan Eksepsi, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya berkenaan dengan apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mengenai Kedudukan Hukum, bagaimana intinya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor
Urut 1 atau Pihak Terkait berdasarkan penetapan hasil perolehan suara
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebesar=4.814
suara atau sebanyak 5,29%.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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611.
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614.

615.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas
minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa perselisihan
perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena selisihnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa
itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk Pemohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Berapa persen?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

47,880 ... 47.881, 43,067% ... 43.067 ... % ... suara. Itu
perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk Permohonan Pemohon ... Eksepsi yang berikut, yaitu terkait
dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscuur, ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang Pokok Permohonannya, gimana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Pokok Permohonannya bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon
adalah 2 hal pokok. Mengenai Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili,
dimana Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan
Welarek spesifik kepada Panwas Kecamatan Welarek yang menyatakan,
“Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek yang sah adalah yang
sesuai dengan pleno yang dilakukan oleh PPK Welarek, Model ... Form
Model D Hasil Kecamatan KWK tertanggal 15.”

Yang b adalah sabotase logistik suara dan pihak pasangan ... dari
Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait melakukan
pencoblosan surat suara di Distrik Apalapsili.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan Termohon
tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Welarek yang
menyatakan perolehan suara seperti yang disebutkan di atas, tidak benar
dan tidak beralasan hukum karena faktanya perolehan suara yang
dimaksudkan oleh Pemohon pada tingkat pleno kabupaten tanggal 18
Desember 2020 telah kembali dilakukan koreksi dan perbaikan oleh
panitia pemilihan kecamatan distrik atau PPK/PPD yang dihadiri oleh ...
dihadiri oleh langsung oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang tertuang
pada kronologis, sebagai berikut. Majelis, untuk kronologis, kami
langsung pada (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dianggap dibacakan itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, kami menampilkan Form D Hasil Kecamatan KWK untuk
Distrik Welarek
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621.

622,

623.

624.

625.

626.

627.

628.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang halaman 8, itu ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bukti T-1 ... T-5 sampai dengan T-80, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu Model D-KWK-nya.

Bahwa atas pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh
Ketua PPD Distrik Welarek dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo, saksi
Pihak Terkait, saksi Termohon berdasarkan daftar hadir (Bukti T-81).

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu semua tanda tangan akhirnya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Yang menandatangani ... Pemohon tidak menandatangani.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon tidak tanda tangan? Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak=21.800 suara
diperoleh pascapemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 atau lebih
tepatnya tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan
bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh
pemuda.
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629.

630.

631.

632.

633.

634.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa itu kok anu ... dilakukan pascapemungutan suara?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Jadi ada peralihan berdasarkan surat pernyataan pada saat pleno
di distrik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Terus di tingkatan pleno KPU kabupaten, hal ini diperbaiki oleh
PPD distrik sendiri.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Di dalam kronologis kami akan menjelaskan bahwa rekomendasi
pengawas pemilu di distrik panwas kecamatan sebagaimana didalilkan
oleh Pemohon adalah rekomendasi yang cacat hukum karena
dikeluarkan tanpa prosedur dan tanpa bukti yang valid. Selain itu,
rekomendasi yang didalilkan Pemohon sesungguhnya  patut
dipertanyakan karena berbeda dengan rekomendasi awal yang
dikeluarkan oleh pengawas pemilu di distrik atau panwas kecamatan
pada tanggal 15 Desember 2022 dalam bentuk tulisan tangan yang
hanya meminta kepada PPD atau PPK agar dipertimbangkan terkait surat
pernyataan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat,
dan tokoh pemuda. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 15
Desember, itu hanya rekomendasi tulis tangan karena ini di Distrik
Welarek tidak ada komputer, tidak ada alat fasilitas untuk melakukan
proses pengetikan, sehingga rekomendasi yang keluar di tanggal 15 itu
hanya rekomendasi tulis tangan oleh PPD ... oleh Pandis Distrik Welarek.

Bahwa untuk menguatkan uraian tersebut di atas, maka
Termohon menguraikan kronologisnya, sebagai berikut. Bahwa kami
menguraikan kronologis tanggal 7 sampai dengan 13 Desember, mohon
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635.

636.

637.

638.

639.

dianggap dibacakan, terhadap proses pemilihan tanggal 9 Desember
2020, itu berjalan lancar, tidak ada gangguan keamaan apapun.

Lalu tanggal 14 Desember itu rencana untuk PPK melakukan ...
apa namanya ... pleno, rapat pleno di tingkat distrik, tetapi karena
Pemohon mengetahui suaranya ... Pemohon mengetahui bahwa hasil
suara di tingkat distrik itu Pihak Terkait memperoleh suara=3.716 suara,
maka massa dari Pemohon nomor ... Pemohon melakukan pengerusakan
terhadap Sekretariat PPD Distrik Welarek dan Bukti T-82, kami
melampirkan foto dan gambar pengerusakannya, sehingga pelaksanaan
rapat rekapitulasi di tingkat distrik oleh ketua PPD-nya hendak
dipindahkan ke Elelim dengan alasan keamanan, tapi tidak diserahkan
rekomendasi dari panitia pengawas di tingkat distrik, walaupun ketua
PPD-nya sudah langsung menyampaikan itu kepada Pandis Distrik
Welarek.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Terus bahwa ketika panita pengawas kecamatan distrik atas nama
Yonatan Farion mengeluarkan rekomendasi. Isi daripada rekomendasi
dalam bentuk tulis tangan yang kami lampirkan dalam Bukti T-85, itu
menyatakan surat pernyataan yang disampaikan masyarakat Distrik
Welarek tentang penginputan suara ulang di 22 kampung, maka kami
Panwas Distrik Welarek merekomendasi ... merekomendasikan kepada
PPD untuk dipertimbangkan. Terkait dengan ... muncul rekomendasi tulis
ke pengetikan itu diajukan pada tanggal (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi tanggal 15 itu masih ada rekomendasi, tapi tulis tangan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, masih tulis tangan, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?
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640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu pada tanggal 16 dan 17 Desember 2020 itu massa daripada
.. massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pihak Terkait
mengetahui bahwa suara mereka dialihkan oleh masyarakat, tokoh
pemuda, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka membuat surat kepada
Termohon dengan Bukti T-86 yang menyatakan bahwa Termohon harus
mengembalikan, menjamin suara mereka kembali utuh untuk Distrik
Welarek.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang jumlahnya 3.716 itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, yang jumlahnya 3.716 yang dimaksud, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu karena desakan tanggal 16, 17, dan 18 itu harus pleno di
kabupaten, maka teman-teman dari KPU Kabupaten Yalimo membuat
surat pernyataan, dimana surat pernyataan itu menyatakan bahwa akan
mengembalikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait
barulah rapat pleno itu, atau massa di kantor KPU ... Sekretariat KPU
Kabupaten Yalimo dibubarkan, atau membubarkan diri karena sudah ada
jaminan surat pernyataan itu, lalu pleno boleh dilaksanakan pada tanggal
17-nya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Pleno baru dilaksanakan di tanggal 17 dan 18 Desember. Itu
dasar surat pernyataan itu dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Yalimo.
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647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon
telah membuat surat pernyataan yang intinya surat pernyataan tersebut
yang merugikan Pemohon dengan mengubah hasil suara Pemohon,
Termohon menolak dalil tersebut dan menanggapinya seperti yang
sudah dijelaskan oleh kami tadi, Majelis. Terkait dengan surat
pernyataan itu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, jadi persoalan 3.700 itu tadinya memang milik Pihak Terkait?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus mau digeser menjadi Pihak Pemohon?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang dikembalikan kembali?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, sekarang dikembalikan kembali di tingkat pleno kabupaten.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kabupaten?
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656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa dalam rapat pleno tanggal 18 Desember itu, kecamatan
yang dijadikan ... bahwa dalam rapat pleno tanggal 18 Desember 2020,
form Model D Hasil Kecamatan KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon,
Bukti P-6.1 sampai dengan P-61.6, itu tidak pernah diserahkan langsung
kepada Termohon dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Justru
Pemohon membawanya dan menjadikannya sebagai alat bukti di
Mahkamah Konstitusi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa terhadap dalil yang dinyatakan Termohon telah mengubah

(...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar. Saya ulangi ... diulangi. Itu bukti yang
diajukan Pemohon P berapa itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

P-61. (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-61 sampai?
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664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sampai dengan P-661 di dalam Permohonan Pemohon, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini di Welarek ini pemungutan suara atau apa? Bukan,
kesepakatan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Pemungutan suara, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemungutan suara, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
One man one vote?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

One man one vote, lalu diadministrasikan oleh ... apa namanya ...
KPPS-nya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Termohon telah
mengubah hasil rekapitulasi tingkat Distrik Welarek dengan menambah
suara Pihak Terkait dan mengurangi surat suara Pemohon adalah tidak
terbukti, hanyalah berangkat dari asumsi Pemohon dengan berusaha
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673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

menutupi kesalahannya dan mengalamatkan kesalahan tersebut
terhadap Termohon. Justru faktanya Pemohon lah yang mengalihkan
suara Pihak Terkait dengan menambah perolehan suaranya dengan
membuat kesepakatan bersama dengan tokoh agama, adat, dan
pemuda, dan hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon
untuk disahkan dalam rapat pleno tingkat distrik tanggal 15 Desember.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Tapi itu kemudian diperbaiki di tingkat kabupaten?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Di tingkat kabupaten, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu terkait dengan Distrik Apalapsili, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
He em.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Apa yang dilakukan oleh Pemohon telah terjadi sabotase. Bahwa
pada tanggal 9 Desember 2020, pemungutan suara di Distrik Apalapsili
sempat mengalami penundaan dengan alasan adanya penahanan logistik
dan pertikaian antara Pemohon dan Pihak Terkait terkait mekanisme
pemungutan suara. Bahwa atas peristiwa itu, akhirnya Termohon,
Bawaslu Kabupaten Yalimo dan salah satu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu terakhir ... sebentar. Itu yang halaman 18 dan seterusnya itu?
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680.

681.

682.

683.

684.

685.

686.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu sempat ada perselisihan, lalu dimediasi oleh Bawaslu Provinsi
Papua, Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan Termohon. Lalu, pemungutan
suara di Distrik Apalapsili itu baru dilakukan pada tanggal 11 Desember
berdasarkan rekomendasi buk ... buk ... Rekomendasi Panwas Distrik
Apalapsili, Bukti T-89.

Lalu, pada tanggal 12 Desember, rapat rekapitulasi dilaksanakan
di tingkat distrik. Lalu, pada tanggal 17 di distrik ... pada tanggal ... pada
saat rapat pleno di distrik, itu tidak ada keberatan dari saksi Pemohon,
maupun dari panwas distrik. Bahwa Adapun perolehan suara Pasangan
Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 seperti yang
tertera pada tabel berikut. Karena dalam Permohonan Pemohon itu
menyebutkan 29 kampung, maka kami menyajikan Model C Hasil KWK,
Bukti T-90 sampai dengan T-119 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu 50 kampung?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk 29 kampung, Maijelis (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
29?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tetapi untuk Model D-nya, itu kami mengajukan semua kampung
... 50 kampung (...)
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687.

688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa terkait peristiwa sabotase (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar ... sebentar. Itu yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya
29 kampung, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, 29 kampung, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mulai dari Kampung Amuluk sampai Kampung Yohul itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sampai Yohul, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi, ini yang model tabel 2 ... Model D ini (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Model D ini untuk semua kampung, Majelis.
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697.

698.

699.

700.

701,

702.

703.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semua kampung.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Di Distrik Apalapsili.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu ... bahwa terkait peristiwa sabotase logistik yang dilayangkan
oleh Pemohon, Termohon tidak mendapatkan laporan atas peristiwa itu
dari Panitia Pemilihan Distrik Apalapsili, panitia pengawas distrik
(pangdis), dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Yalimo.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, saat dilaksanakannya
rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pemohon merasa
keberatan atas hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Panitia Pemilih
Distrik Apalapsili. Karena menurutnya ada peristiwa sabotase logistik.

Bahwa setelah mendengar adanya keberatan dari saksi Pemohon,
Termohon menanyakan hal keberatan itu kepada Bawaslu Kabupaten
Yalimo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan laporan
keberatan Pemohon tanggal 18, 2020. Bahwa benar ada laporan, tapi
tidak dapat diproses dan dilanjut ... dis ... disebabkan jangka waktu
untuk penyelesaian diperlukan waktu yang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu tanggal berapa ... tanggal 14 atau tanggal 18?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tanggal 14, Majelis. Itu laporannya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 14.
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704,

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711,

712,

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Laporannya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, laporannya 14?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Pada saat rapat pleno itu Termohon menanyakan kepada
Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa tanggal 14 Desember memang
ada laporan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tapi laporan itu tidak bisa diproses karena sudah melalui proses
pemanggilan, terlapornya tidak hadir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Nah, sampai pada tanggal 18 itu KP ... Termohon merasa bahwa
hal tersebut tidak berkaitan dengan jumlah rekapitulasi hasil suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sehingga pa ... tanggal 17 Desember itu Termohon melakukan
pengesahan terhadap suara di Distrik Apalapsili.
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713.

714,

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721,

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu kiranya gambaran besar dari persoalan yang dipersoalkan oleh
Pemohon dalam gugatan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Petitum

(..)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga akhirnya di 29 kampung itu, terus ber ... tidak
bermasalah?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tidak bermasalah (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di tingkat kabupaten?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Tidak bermasalah dan akhirnya ditetapkan oleh atau disahkan
oleh KPU Kabupaten Yalimo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pada waktu di Kabupaten Yalimo (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua saksi tanda tangan?
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722,

723,

724,

725,

726.

727.

728.

729,

730.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tanda tangan, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon juga tanda tangan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Pemohon tidak menandatangani.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bawaslu enggak ada catatan di situ?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Nanti sebentar ditanggapi, Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti saya tanyakan ke Bawaslu itu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

NOMOR 97/PHP.BUP-

NOMOR 97/PHP.BUP-

NOMOR 97/PHP.BUP-

NOMOR 97/PHP.BUP-

Tapi, menurut Pemo ... Termohon di situ?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

NOMOR 97/PHP.BUP-

Menurut Termohon, Pemohon tidak menang ... eh, apa ... Bawaslu
tidak menanggapinya. Hanya menanggapinya bahwa memang benar ada
laporan, tetapi mereka punya prosedur penyelesaian. Mereka sudah
panggil sampai 2 kali tetapi terlapor tidak hadir.
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732.

733.

734.

735.

736.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sehingga Termohon mema ... me ... me ... mengesahkan ... apa
namanya ... Distrik Apalapsili pada saat itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, ya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 5/PL.02.6-
KPT/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember
2020.

3. Menetap ... menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun
2020 yang benar adalah sebagai berikut.

- Pasangan Calon Nomor Urut 01, nama Pasangan Calon Erdi
Dabi, S.Sos., dan John W. Willi, A.Md.Par., jumlah perolehan
suara=47.881.
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738.

739.

740.

741,

742,

- Nomor Urut Pasangan Calon 02, Lakius Peyon, S.St.Par., dan
Nahum Mabel, S.H., jumlah perolehan  suara
sebanyak=43.067.
- Jumlah suara sah=90.948.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa
Hukum Termohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih.

Prof. Saldi, ada? Pak Manahan? Cukup, ya?

Sekarang berikutnya Pihak Terkait ... itu Pihak Terkait tolong
dibuka saja, mulai halaman 1 itu, ya. Ini dijadikan satu soalnya. Saudara
mengajukan Eksepsi? Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Dalam ... dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Dalam Pokok Permohonan, nomor 1 sampai dengan 7.5, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

7.6 bagian pertama, pada tanggal 8 Desember 2020, pem ...
pembagian atau pendistribusian logistik di ... di 76 TPS dari 61 kampung
di Distrik Welarek berjalan aman dan terkendali, diawasi langsung oleh
PPK atau PPD, pandis distrik, dan Anggota Kepolisian Resort Kabupaten
Yalimo, serta dibantu langsung oleh Kepolisian Jaya Wijaya.

Pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal nasional proses
pemilihan, di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo berjalan baik se- ...
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743.

744,

745.

746.

sekaligus penetapan rekapitulasi suara di tingkat 76 TPS oleh KPPS
dituangkan dalam Berita Acara berjalan aman sesuai tahapan dan jadwal
... jadwal.

Pada tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember
2020 dari masing-masing PPS mengantar hasil rekapan perolehan suara
ke Ibu Kota Distrik Welarek untuk mengikuti rapat pleno oleh panitia
penyelenggara di tingkat distrik ... Distrik Welarek.

Pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, massa pendukung
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Pemohon,
melakukan penghadangan di Bandara Welarek untuk membakar ban-ban
bekas untuk menghalangi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut
1 mau mendarat menggunakan helikopter di Bandara Welarek (vide
Bukti PT-7, rekaman audio visual).

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, Tim Pemenangan
Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, yaitu Ketua DPR Kabupaten
Yalimo bersama ketua Tim Pemenangan Kabupaten Yalimo turun dari
alun-alun Ibu Kota Kabupaten Yalimo menggunakan pesawat.

Selanjutnya, rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon,
bersama massa pendukung menuju sekretariat tim pemenangan untuk
melakukan diskusi sekaligus menyampaikan arahan tentang perolehan
suara di 4 distrik, antara lain, Distrik Eleim, Distrik Benawa, Distrik
Apalapsili, dan Distrik Abenaho.

Selanjutnya, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Pemohon,
menyuruh tim pemenangan untuk melakukan tindakan kekerasan,
pelemparan, dan perusakan Kantor Sekretariat PPP Distrik Welarek untuk
tujuan mengem ... mengambil perolehan suara Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Pihak Terkait (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang 300 ... 3.716 itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya. 3.716 suara untuk dialihkan ke Pemohon, Pasangan Calon
Nomor Urut 2.
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748.

749.

750.

751,

752,

753.

754.

755.

756.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Vide Bukti PT-8, rekaman audio visual.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus? Tidak usah dibacakan keseluruhan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Selanjutnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, suaranya itu dikembalikan lagi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya. Selanjutnya titik ... 7.10.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Itu yang Welarek sudah selesai, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang 7.10?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

7.10 bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Panwas Distrik
Welarek mengeluarkan rekomendasi dengan tulisan tangan kepada PPD
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757.

758.

759.

760.

761,

762.

tentang penginputan suara ulang di 22 kampung berdasarkan surat ...
surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek
(vide Bukti PT-41).

7.11 pada tanggal 18 Desember 2020, Ketua Ban ... Panwas
Distrik =~ Welarek  mengeluarkan  rekomendasi  kedua  Nomor
5/REK/PPPU/DIS (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Dianggap dibacakan. Tanpa koordinasi panwaslu kabupaten,
padahal penetapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten sudah
berlangsung, sehingga Pihak Terkait telah mengkoordinasi langsung
kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait rekomendasi kedua,
namun Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo menyatakan bahwa
rekomendasi yang kedua adalah tidak benar dan ... tidak benar dan yang
benar ... dan yang benar dari Bawaslu Kabupaten Yalimo adalah
rekomendasi pertama, tulisan tangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang tulisan tangan itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Namun rekomendasi yang kedua, kami tidak tahu sampai dengan
saat ini karena tidak ada koordinasi ... koordinasi ke kami sebagai atasan
langsung. Dan akhir dari ini, rekomendasi tersebut Pihak Terkait
melaporkan bahwa rekomendasi tersebut kami melaporkan kepada pihak
kepolisian menjadi dokumen palsu, yaitu bukti vide PT-42 dan vide Bukti
PT-43.
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763.

764,

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
43? Ya. Terus? Itu yang Welarek, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Itu yang Welarek. Jadi untuk Welarek ini suara dari ... 3.716 ini,
pesta demokrasi waktu pemilihan suara itu sudah berjalan seperti biasa.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Seperti biasa tanggal 9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terus sekarang yang nomor 8 (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya. Saya akan lanjut dengan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 8 sekarang?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Nomor 8, Pokok Permohonan untuk Distrik Apalapsili. Bahwa pada
tanggal 18 Desember 2020 logistik ... logistik pemungutan suara Distrik
Apalapsili melalui Wamena menggunakan pesawat berbadan kecil.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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773.

774.

775.

776.

777.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 logistik di keluarkan dari
Kantor Polsek Apalapsili, kemudian diantarkan ke sekretariat PPD.
Setelah logistik tersebut diantar di sekretariat ... sekretariat tim
pemenangan kedua ... kedua pasangan calon mempertahankan ...
mempertahankan ... mempertahankan logistik di sekretariat PPD,
kemudian Ketua Komisioner KPU Kabupaten Yalimo sebagai Korwil Distrik
Apalapsili bersama-sama Anggota PPD Distrik Apalapsili, Bawaslu Distrik
Apalapsili koordinasi langsung pada KPU Provinsi Papua dan Bawaslu
Provinsi Papua ... Provinsi Papua. Kemudian petunjuk KP ... Bawaslu
Provinsi Papua, Panwas Distrik Apalapsili mengeluarkan satu
rekomendasi dengan Nomor 001/Pandis, anggap dibacakan. Selanjutnya
berdasarkan rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Yalimo mengeluarkan Keputusan Nomor 55, anggap
dibacakan. Bahwa tanggal 10 Desember 2020, tepat pukul 08.00 WIT,
PPD mendistribusikan logistiknya 52 TPS dari 50 kampung Distrik
Apalapsili untuk dilakukan pemungutan suara susulan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa yang dua anu ... dianggap enggak ada masalah yang dua
kampung?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Yang Mulia. Ini keseluruhan tanggal 10 pendistribusiannya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ini kan ada 52 TPS, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya. Benar, Yang Mulia. Jadi tanggal ... tanggal 9 tidak dilakukan
pemungutan suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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779.

780.

781,

782.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Sehingga sesuai rekomendasi panwas distrik tanggal 10 baru
mulai distribusi logistik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus tanggal 12-nya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Kemudian yang sedang lanjut. Bahwa pada tanggal 11 Desember
2020 tepatnya ... tepat pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT
setiap TPS oleh KPPS di Distrik Apalapsili. Pada tanggal 12 ... 12
Desember 2020 rapat pleno terbuka di tingkat PPD Distrik Apalapsili
dilaksanakan di Aula Distrik Apalapsili dan rapat pleno terbuka tersebut
saksi mandat yang hadir adalah Saksi Paslon Nomor Urut 1, sedangkan
Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 2 hadir tanpa surat mandat saksi.
Dalam pleno rekapitulasi suara tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2
tidak mengajukan keberatan pada format kejadian khusus.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Bahwa sesuai ... sesuai Permohonan Pemohon mendudukan
bahwa Distrik Apalapsili telah terjadi perampasan hak logistik atau
sabotase, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik
Apalapsili  sangat tidak mungkin  mendapatkan dengan jumlah
suara=4.089 suara.

Bahwa hasil perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon
pada 20 ... 29 kampung di Distrik Apalapsili adalah hasil yang tidak
sesuai dengan kenyataan vyang terjadi. Tuduhan sabotase dan
perampasan kotak suara merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak
dapat ... tidak beralasan hukum karena tidak dapat membuktikan oleh
Pemohon.

Berdasarkan uraian keterangan argumen penolakan terhadap da
... dalil-dalil Pemohon yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas, serta
dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak
mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian
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784,

785.

786.
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dan ... kejadian-kejadian yang didudukan tersebut dan berapa besar
pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara antara Pemohon dan
Pihak Terkait, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum
untuk ditolak.

Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-
Kab/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
bertanggal 18 Desember 2020, pukul 17.15 WIT. Atau apabila
Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia, ada? Cukup.
Baik sekarang Pihak Bawaslu. Pihak Bawaslu begini, ini yang
dipersoalkan kan hanya ada 2 distrik kan?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Distrik Welarek dan Apalapsili, ya?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Betul.
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796.

797.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, persoalannya menurut Bawaslu sekarang yang pertama di
Desa Welarek ... di Distrik Welarek itu ada persoalan apa?

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Majelis, sebelum bisa jelaskan mungkin saya jelaskan gambaran
umum dulu, biar dipahami secara utuh, menyeluruh.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, yang anu, ya, ringkas saja.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ya, jadi di Kabupaten Yalimo itu menurut Keputusan Mahkamah
Konstitusi Tahun 2009 dia adalah kabupaten pengguna sistem noken di
2009.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Tetapi di 2019 itu KPU mengeluarkan juknis 810 dan di 2020 KPU
provinsi mengeluarkan keputusan terkait dengan penggunaan sistem
noken sudah mengeluarkan Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo
dari penggunaan sistem noken. Jadi kalau menurut SK KPU pusat dan
KPU provinsi sebenarnya Yalimo itu bukan kabupaten pengguna sistem
noken. Tetapi pada realitanya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sekali lagi saya tanyakan.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam pilkada kali ini di Yalimo itu ada dua distrik tadi?

99



798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu menggunakan noken atau pemungutan suara?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Semua distrik menggunakan noken. Karena jumlah DPT dan suara
sah itu sama. Jadi jumlah DPT-nya itu=90.948 suara sah juga=90.948 ini
indikasi bahwa di sana pengguna sistem noken.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pakai noken, ya?

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Pakai noken.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pakai noken, baik. Terus, silakan!

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Yang keduanya terkait dengan PSS di Distrik Apalapsili, saya
jelaskan di Apalapsili dulu secara umum, nanti dijelaskan oleh teman
yang di kabupaten.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Di Apalapsili itu terjadi penghadangan yang sebelumnya kotak
suara itu disimpan di Polsek Apalapsili yang kemudian karena terjadi
konflik dipindahkan ke Kantor Distrik Apalapsili. Terus masyarakat ini ...
kedua kubu ini bertahan karena yang satu minta 1.000, 2.000, 3.000,

dan lain sebagainya. Akhirnya logistik itu tidak bisa bergeser dari
Apalapsili di tanggal 8.
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814.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi ada penghadangan pada waktu (...)

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Tanggal 8 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Distribusi?

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Pada distribusi logistik tanggal 8 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Logistik.

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ada penghadangan. Akhirnya aparatnya cuma 70 orang pada saat
itu dan massanya lebih banyak, sehingga kami berkoordinasi dengan
kapolres kira-kira kalau kita ambil paksa risikonya seperti apa? Kapolres
mengatakan, "Korbannya terlalu banyak.” Akhirnya kami memediasi
mereka di tanggal 9, Majelis. Tanggal 9-nya kami memediasi kedua
belah pihak, akhirnya mereka bisa menerima logistiknya di geser di
tanggal 10 dan tanggal 11 itu baru dilakukan pemilihan di Distrik
Apalapsili.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Nah, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ebagaimana
disampaikan tadi. Memang ada laporan dari Alex ... Alexsander Walilo
terkait dengan 29 TPS yang bermasalah yang dicoblos di sekretariat
pasangan calon tadi, sudah diproses oleh Bawaslu. Tetapi ketika pada
saat proses itu berhenti karena memang terlapornya tidak korporatif,
tidak datang ketika dipanggil, dan kondisi keamanan pada saat itu
menurut teman-teman di kabupaten tidak kondusif. Itu terkait Distrik
Apalapsili.
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816.

817.

818.

819.

820.

821.

822.

Nah yang berikutnya terkait dengan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Silakan Prof. Saldi.
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Apalapsili (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar. Ini kan di keterangan Saudara ... terima kasih, Pak
Ketua.

Keterangan Saudara halaman 8 itu kan disebutkan Distrik
Apalapsili itu, ya?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di poin C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksana
pemungutan suara pada tanggal 11 Desember 2020. Tim Pasangan
Calon Nomor Urut 1 membawa 29 kotak suara dari 29 TPS ke Posko
Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan 22 kotak suara
didistribusikan ke 22 TPS dan selesai pada pukul 13.00 WIT, dilakukan
dengan sistem nasional.

Pertanyaan saya pertama, yang Anda maksud di sistem nasional
ini di pilih model pemilihan biasa, ya?

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Seharusnya kalau istilah sistem nasional di sana berarti
pencoblosan sebagaimana biasa.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, artinya di luar yang 29 itu (...)
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Ya.
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823.

824,

825.

826.

827.

828.

829.

830.

831.

832.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu dilaksanakan dengan sistem nasional? Pencoblosan biasa?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Laporan dari bawah begitu, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau yang 29 TPS itu bagaimana?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Coba dijelaskan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Inikan ada dua ini, 29 TPS yang dibawa oleh ... apa ...
Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lalu ada sisanya didistribusikan ke
22 TPS. Nah, itu yang 22 TPS itu yang dilaksanakan dengan sistem
nasional? Secara a contrario, Anda mau mengatakan di luar itu bukan
sistem nasional? Bagaimana? Silakan, jelaskan!
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan, Pak!
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Terkait dengan 29 kotak suara yang disabotase itu, terjadi
perampasan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Jadi ketika pendistribusian pada tanggal 10 itu dilaksanakan.
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833.

834.

835.

836.

837.

838.

839.

840.

841.

842.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
29-nya itu hendak bawa ke TPS, namun dirampas.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Diambil oleh (...)

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Diambil (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pasangan Calon Nomor Urut 1?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Pasangan Calon Nomor Urut 1.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, pertanyaan saya, Pak, berikutnya, bagaimana cara
mengisi suaranya di 29 itu, suara TPS-nya? Bawaslu tolong dijelaskan!

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Keterangan dari panwas distrik, berdasarkan hasil pengawasan
panwas distrik, kotak itu dimasuk ... langsung ke dalam sekretariat dari
pada Pasangan Calon 01.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Lalu di situ dilakukan Berita Acara.
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843.

844,

845.

846.

847.

848.

849.

850.

851.

852.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pengisian ... pengisian suaranya?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Pak. KPU, tolong Anda jawab ini. KPU kalau Kuasa
Hukumnya tidak ... tidak ... apa ... menjelaskan, silakan KPU-nya. Ini
yang di belakang ini siapa?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Welarek. Yang Apalapsili ada?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
HESTEVINA KAWER

Apalapsili ada ikut daring di Mercure.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ketua KPU-nya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-XIX/2021:
HESTEVINA KAWER

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Korwil Apalapsili itu berarti?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
HESTEVINA KAWER

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong dihubungkan kalau bisa, ya, Prof?
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853.

854.

855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tolong dihubungkan! Yang (...)

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Izin, Majelis. Saya perlu menjelaskan persoalan Apalapsili.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Bisa di ... di ... coba ... coba jelaskan pertanyaan saya tadi.
Ini, Bapak, apa namanya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Saya, Yehemia Walianggen, Ketua KPU Yalimo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ketua KPU Yalimo yang sekaligus korwil itu, ya (...)

TERMOHON PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Jadi laporan yang kami terima dari PPD itu tidak ada keberatan
dan juga tidak ada rekomendasi dari panwas distrik terkait dengan
dimaksudkan sabotase 29 kotak suara. Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi yang 29 kotak suara itu bagaimana ... apanya ... suaranya
bisa masuk ke situ, kalau 29-nya itu di sabotase?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Kami tidak menerima laporan dari PPD kami di tingkat distrik dan

ketika itu dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, persoalan ini tidak
disampaikan. Seperti itu.
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862.

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi KPU kabupaten tidak tahu ada persoalan ini?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Ya karena di tingkatan bawah, di tingkat distrik, itu ada PPD.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Laporkan kepada KPU, kami menyampaikannya kepada Bawaslu
bahwa ini terjadi sabotase logistik (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, saya ke Bawaslu lagi, Pak. Tunggu sebentar, ya, jangan
diputus dulu.

Bawaslu, ketika Anda mengetahui soal seperti, apa yang dilakukan
Bawaslu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Sudah ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang sudah diregister
dengan Nomor Register 02, anggap ... anggap dibacakan tahun 2020.
Proses penanganannya kami mengundang pelapor maupun saksi, kami
menerima keterangan dari mereka, lalu kami mengundang juga terlapor,
namun terlapor tidak kooperatif dalam pemanggilan kami.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terlapor, ini Pihak Terkait?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Pihak Terkait.
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870.

871.

872.

873.

874.

875.

876.

877.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pihak Terkait. Jadi sudah diadakan pertemuan segala macam, ada
enggak diketahui bagaimana proses suara terjadi, ditanya di dalam
pertemuan itu? Atau yang diketahui Bawaslu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Dalam keterangan kami, Yang Mulia, kami sudah menyampaikan
kepada pelapor maupun saksi dan menurut keterangan mereka ada dan
sudah terjadi sabotase.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sabosatenya, oke, itu sudah di apa ... yang saya ... yang
kami ingin tahu, suara yang diberikan kepada Pasangan Nomor 1 itu
bagaimana bisa terjadi suara seperti itu di 28 TPS itu? Ada enggak
laporannya kepada Bawaslu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Laporan dari jajaran kami, hanya menyampaikan melalui lisan
karena alat komunikasi dari distrik ke Ibu Kota Kabupaten Elelim tidak
ada sinyal telepon.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Tidak ada misalnya rekomendasi dilakukan pemungutan
suara ulang untuk 20 ... apa ... 29 TPS itu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Tidak ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tidak ada, ya?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Ya, Yang Mulia.
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878.

879.

880.

881.

882.

883.

884.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU, Pak yang dari apa ... tadi ... Apalapsili, Ketua Yalimo ...
Kabupaten Yalimo dihubungkan.

Close up-nya ke mereka saja yang di apa ... di bagian IT, enggak
perlu ke Hakimnya.

Halo? KPU apa ... yang dari apa ... koordinator Apalapsili?

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Hadir, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ... kami perlu penegasan Anda lagi, itu suara yang 29 TPS
itu bagaimana ceritanya? Tadi Anda hanya mengatakan tidak ada

laporan kan kepada Anda?

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Ya, tim, Yang Mulia. Jadi untuk 50 ... 29 kampung, itu tidak ada
laporan yang masuk ke PPD Distrik Apalapsili dan juga kepada KPU.
Hanya laporan yang masuk ke Bawaslu saja yang disampaikan kepada
KPU, tetapi tahapan ... ketika tahapan itu dilakukan tidak ada keberatan
juga dari Panwas Distrik Apalapsili. Kemudian dari saksi mandat, dari
Pemohon juga tidak hadir memberikan mandat saksi itu kepada PPD.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak hadir atau tidak ada keberatan, Pak?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Sehingga (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halo? Halo?
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885.

886.

887.

888.

889.

890.

891.

892.

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Tahapan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tidak hadir atau tidak memberikan keberatan, menyampaikan
keberatan?

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Panwas distrik tidak memberikan keberatan, kemudian (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan, bukan.

TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Saksi (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saksi mandat ... saksi mandat apa ... Pemohon hadir apa tidak?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Tidak menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di Distrik
Apalapsili.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pertanyaan saya, Pak. Saya ulangi lagi, ya. Saksi mandat

Pemohon keberatan enggak dengan hasil di apa ... di Distrik Apalapsili
itu?
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893.

894.

895.

896.

897.

898.

899.

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Ketika dilakukan rekapitulasi, teman-teman PPD kecamatan
menyediakan form keberatan, tetapi tidak mengisi formnya, dan tidak
mengajukan keberatan, Formuir D Keberatan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, mereka tidak mengisi Formulir D, ya, di kecamatan?
Tolong Anda yang apa ... Pemohon jelaskan, Anda ada
mengajukan keberatan tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Kami langsung laporkan ke Bawaslu, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan saya, Anda mengajukan keberatan atau tidak kan ada
Formulir D yang harus diisi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Pada saat itu, saksi kami tidak ada, Majelis. Tetapi, kami akan
konfirmasi ke Prinsipal. Tetapi pada prinsipnya kami sudah lapor ke
Bawaslu pada saat peristiwa itu. Yang kedua, kami mengajukan Form C
kejadian khusus di kabupaten, Majelis, untuk 2 distrik ini.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... jadi kan gini. Kalau orang rekap di tingkat kecamatan, lalu
kemudian ada pihak yang merasa keberatan dengan proses atau apa
pun, dia kan diberi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
mengajukan keberatan, tidak tanda tangan, lalu mengisi Formulir D kan?
Nah, Anda melakukan itu atau tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Kami tidak tahu pasti, Majelis. Tetapi, kami hanya melaporkan di

panwas dan di kejadian khusus tingkat kabupaten untuk Apalapsili,
Maijelis.
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900.

901.

902.

903.

904.

905.

906.

907.

908.

909.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, jadi dilaporkan ketika rekap di tingkat kabupaten?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Di tingkat kabupaten dan pada saat di kejadian itu kami laporkan
di Bawaslu, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, lalu dilaporkan Bawaslu tingkat kabupaten, ya, soal kejadian
yang terjadi di Distrik Apalapsili, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Ya, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bagaimana itu, Bawaslu?
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dihidupkan!
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, silakan!
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Berdasarkan ... berdasarkan laporan itu ada di PK-8, PK-9, dan
PK-10.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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910.

911.

912.

913.

914.

915.

916.

917.

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Terkait proses penanganannya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gimana itu, ceritakan dulu! Nanti kami cek di apa ... Bukti PK-8,
PK-9, PK-10. Karena ini kunci lho untuk menyelsaikan soal ini, di dua
tempat ini, jadi kita agak lebih sedikit makan waktu, enggak apa-apa.
Silakan!

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa dugaan
pelanggaran Distrik Apalapsili dengan Nomor Register 02, dianggap
dibacakan, tahun 2020 oleh terlapor Alexander Walilo, PK-8. Bahwa
Bawaslu Yalimo mengundang para pihak pelapor, terlapor, dan saksi,
namun sampai pada pemanggilan kedua pihak terlapor ... pihak terlapor
tidak menghadiri undangan klarifikasi yang sudah (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terlapor tidak hadir, ya?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Terlapornya tidak hadir, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Apa lagi yang lain?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Bahwa status ... status laporan dari Bawaslu Kabupate Yalimo
telah diumumkan bahwa tidak mencukupi alat bukti untuk ditingkatkan
pada proses penyidikan. Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi itu ditindaklanjuti, tapi tidak cukup alat bukti untuk
diteruskan?
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918.

919.

920.

921.

922,

923.

924,

925.

926.

927.

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tadi yang tidak hadir itu apa alasannya tidak hadir?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Jadi kami pada saat mengantar surat undangan itu, staf kami
dengan penyidik diusir dari Sekretariat Paslon 01. Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Diusir, ya?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Diusir, Pimpinan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau saya konfirmasi ke ... mana ini ... Pihak Terkait, Anda tahu
peristiwa itu enggak? Yang mewakili Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Baik, Yang Mulia. Menyangkut dengan persoalan diusir atau tidak
ini, kami tidak tahu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Kami tidak tahu (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi undangan ... undangan datang ke Bawaslu ada?
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928.

929.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

936.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Menyangkut dengan undangan datang ke Bawaslu ini karena tidak
ada kejadian khusus terjadi di Apalapsili. Tidak ada rekomendasi di
dalam fotmat (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya begini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan Hakim yang dijawab. Ada undangan dari Bawaslu ke
paslon ... Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: YENIUS YARE

Tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda bisa menunjukkan undangannya? Di P berapa itu, P berapa
undangan?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
PK-9, PK-9, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PK-9. Coba dicek PK-9. Sebentar, ya. Itu undangan untuk
Pemohon dan Termohon, ya?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Pemohon, Termohon, dan saksi.
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937.

938.

939.

940.

941.

942.

943.

944,

945.

946.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pemohon, Termohon, dan saksi. Kita cek undangannya itu.
Ini PK-9, “"Berdasarkan laporan temuan,” bla, bla, bla, dan seterusnya,
“Kami, Bawaslu, mengundang saudara,” ada di sini disebutkan 20 orang.
Pak, dari 20 itu, Pak, siapa yang ada di ... apa ... di Pihak Terkait nama-
nama itu? Ini ada Jhon Duakuil, Samuel Walilo, Deni Faluk, Barnabas

Faluk.
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Semua dari Pihak Terkait. Izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini semua dari Pihak Terkait?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dan tidak ada yang datang satu pun?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Tidak ada datang satu pun. Undangan kami antarkan ke

Sekretariat Paslon 01, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Undangan diantar ke situ, ya, tapi tidak ada yang datang?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang berikutnya yang Welarek, bagaimana?
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947.

948.

949.

950.

951.

952.

953.

954.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ... untuk KPU, betul enggak ... apa namanya ... bahwa ... apa
... 2019 itu tidak ... ada peraturan KPU provinsi yang mengatakan bahwa
di Kabupaten Yalimo ini tidak lagi digunakan noken? Silakan! Kalau
berdasarkan Putusan MK Tahun 2009 tadi menurut penjelasan Bawaslu,
itu ... apa namanya ... Yalimo masuk yang menggunakan noken, tapi
sejak 2019 Kabupaten Yalimo tidak lagi masuk noken, betul itu?

TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
HESTEVINA KAWER

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu peraturan nomor berapa?
Silakan, Prof, kalau ada!

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak ... anu ... di daring, coba Pak Hasyim, betul itu? Pak
Hasyim ada di situ kelihatannya itu. KPU Pusat, KPU Indonesia. Pak
Hasyim?
KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada perubahan itu? Betul Yalimo sudah tidak menggunakan
sistem noken?

KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Untuk Pilkada 2020 ini, satu-satunya yang menggunakan
mekanisme noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua itu hanya
Yahukimo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya Yalimo?
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955.

956.

957.

958.

959.

960.

961.

962.

963.

964.

KPU RI: HASYIM ASY'ARI
Yahukimo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yahukimo. Yang lain berarti sudah menggunakan sistem nasional
one man one vote?

KPU RI: HASYIM ASY'ARI
Mestinya demikian.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Jadi dalam ... untuk Pilkada 2020 menurut SK KPU Provinsi Papua,
satu-satunya yang menggunakan noken hanya di Kabupaten Yahukimo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yahukimo, ya?
KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Ya. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih, Pak Hasyim. Baik, Prof. Saldi.

Sekarang saya minta dilanjutkan dari Bawaslu Welarek, Bawaslu
Yahukimo ... Yalimo, Yalimo. Sori, Yalimo. Ada persoalan apa di situ
mengenai laporan-laporan ke Bawaslu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Izin, Yang Mulia. Untuk terkait Welarek tidak ada laporan yang
masuk ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya?
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965.

966.

967.

968.

969.

970.

971.

972.

973.

974.

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Tidak ada. Namun, tanggal 23 itu kami dapat laporan terkait
dengan kehilangan C Hasil KWK.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Awalnya dilaporkan 8 TPS, namun KPU di hari berikutnya tanggal
25 mengumumkan ternyata yang hilang adalah 10 ... 10 TPS ... C Hasil
KWK.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

10 TPS. Tapi itu hilangnya, hilang gimana, Bawaslu?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Menurut pengawasan ... menurut pengawasan Bawaslu, hilangnya
pada saat penghitungan, membuka kotak suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi sudah dihitung atau belum itu?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Sudah dihitung, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Ini berarti hilangnya setelah dilakukan rekapitulasi dan
kemudian sudah ditetapkan oleh KPU Yalimo?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, sekarang dokumen itu sudah enggak ada? 10 TPS.
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975.

976.

977.

978.

979.

980.

981.

982.

983.

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Kami sudah klarifikasi berdasarkan laporan dan per hari ini ... dan
menurut keterangan daripada terlapor, yaitu KPU, mereka tidak
mengetahui. Mereka hanya memastikan C-1 ada dalam kotak. Ternyata
pada saat buka, hilang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, itu semua sudah dilakukan rekapitulasi dan tidak ada
masalah waktu itu? Diketahui hilangnya kapan itu?

BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Hilangnya kapan, KPU juga tidak tahu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tahu?
BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya? Ada lagi?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Oke, Yang Mulia, menegaskan terkait dengan laporan tanggal 23
Januari 2021 terkait dengan hilangnya C Hasil KWK, per hari ini
rekomendasinya adalah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan dan

Bawaslu merekomendasikan kepada anggota KPU untuk di-DKPP-kan di
DKPP RI.
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984.

985.

986.

987.

988.

989.

990.

991.

992.

993.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi (...)

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Kemudian, hasil untuk Welarek, Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi, dilaporkan ke DKPP?

BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Di DKPP dan proses tindak pidananya diteruskan ... ditingkatkan
ke tingkat penyidikkan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dilaporkan ke polres?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Ke Polres Kabupaten Yalimo.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang prosesnya sampai di mana?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Hari ini baru dinaikkan tingkatnya ke tingkat penyidikan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi (...)
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Demikian, Majelis.
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994,

995.

996.

997.

998.

999.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tapi hasil rekapitulasi dan pengumumannya sudah tidak
berpengaruh, ya ... itu, ya? Berpengaruh enggak? Kapan itu ditetapkan,
sih? Bawaslu ... menurut Bawaslu, kapan itu ditetapkan?
BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Kalau di ... tanggal 20, ya?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU ... KPU menetapkan hasil pemungutan suara ini ... hasil
rekapitulasi (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

18 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tingkat kabupaten kapan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Tanggal 18, Majelis.

1000.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 18.

1001.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-

XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Baru pembukaan kotak untuk kepentingan proses persidangan
dimulai pada tanggal 23 Januari.

1002.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi begini (...)
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1003.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Pada tanggal 23 Januari itu baru kami tahu (...)
1004.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi (...)

1005.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ketika kita buka, C-1-nya (...)
1006.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, begini, ya (...)

1007.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Kurang 11 TPS, Majelis.
1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Oke (...)

1009.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Sehingga kami sudah me ... melampirkan Berita Acara yang buat
laporan pemberitahuan juga kepada Polres Yalimo.

1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

1011.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Berdasarkan bukti tambahan Bukti T-171, Bukti T-172, dan Bukti
T-173, dan Bukti T-174, Maijelis.
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1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, itu diketahui tanggal 23 hilang karena waktu itu dibuka
mau dijadikan bukti berperkara di Mahkamah?

1013.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Benar, Majelis.
1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ternyata untuk 10 TPS itu hilang ... enggak ada?

1015.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Hilang. Ya, Majelis.
1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang sudah dilaporkan dan melalui proses ... diproses,
baik di DKPP maupun diproses di polres?

1017.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
1018.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

1019.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Kalau ... kami memberitakan pemberitahuan resmi terhadap 23 itu
dan juga (...)

1020.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang melaporkan hilang itu siapa?
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1021.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

KPU, Majelis.
1022.KETUA: ARIEF HIDAYAT
KPU?

1023.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.
1024.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

1025.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

He eh. Itu ada dalam bukti kami di Bukti T-171 sampai Bukti T-
174.

1026.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus apa lagi? Bawaslu ada tambahan?

1027.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Majelis, yang pelapor ... yang terkait dengan hilangnya 7 TPS itu
dari Alexander Walilo terhadap prof ... profesionalnya KPU Kabupaten
Yalimo.

1028.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
1029.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Yang berikutnya terkait penetapan perolehan hasil di Kabupaten

Yalimo, seharusnya maksimal di tanggal 17 Desember. Tapi karena

persoalan Walarek ... We ... Welarek itu belum terselesaikan, maka
diundur satu hari di tanggal 18 (...)
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1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT

18.

1031.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Desember 2020.

1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1033.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)

Demikian, Majelis.

1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada, Prof? Cukup, ya? Yang Mulia? Silakan!

1035.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya hanya menegaskan
kepada KPU Yalimo sebagai Termohon, demikian juga pada Bawaslu
Kabupaten Yalimo. Tadi sudah dijelaskan oleh KP ... KPU Pusat, ya, yang
menyatakan bahwa seyogianya itu noken sudah tidak digunakan sejak
tahun 20109.

Nah, ini kira-kira KPU dan Bawaslu, apa kira-kira ... apakah ada
kesepakatan atau apakah ada hal-hal yang mem ... dipertimbangkan,
sehingga pemakaian noken itu masih dilaksanakan dalam Pilkada Tahun
2020 ini? Ini pertama ke KPU dulu. Silakan!

1036.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-

XIX/2021: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis Hakim Yang Terhormat. Kami mungkin dihubungkan
oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo untuk menjelaskan langsung karena
Beliau penanggungjawab di Kabupaten Yalimo dan mengetahui secara
pasti bagaimana proses yang di bawah terjadi, Majelis.

Tolong dihubungkan kepada Ketua KPU Yalimo atas nama Pak
Yahemia Walianggen.

1037.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!
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1038.TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Izin, Majelis.
1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Yang lewat daring (...)

1040.TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Ya.
1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP.
Sitompul, sudah mendengar pertanyaannya?

1042.TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Sudah saya ikuti.
1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, silakan dijawab!

1044.TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Jadi pesta demokrasi yang dilakukan di Kabupaten Yalimo selama
5 hampir 10 tahun terakhir itu sistem pemilihannya dilakukan secara
demokratis, walaupun Keputusan KPU Provinsi Papua itu baru diterbitkan
di tahun 2020, tapi proses yang terjadi selama ini, proses demokrasi itu
selalu ada di Kabupaten Yalimo. Jadi, pemilihannya itu dilakukan one
man one vote. Terima kasih.

Sedangkan kami sebagai Termohon dalam melaksanakan semua
tahapan berdasarkan PKPU, kami selalu melakukan sosialisasi dan
bimtek. Jadi, kami meyakini pada proses pemilihan ini, kami sudah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai KPU. Terima
kasih.
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1045.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, memang ada dilakukan sosialisasi, ya? Tentang peraturan
yang baru dari KPU itu?

1046.TERMOHON PERKARA NOMOR  97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Sosialisasi (suara tidak terdengar jelas) kepada badan ad hoc atau
PPD, dan PPS, dan juga KPPS itu selalu kami sosialisasi.

1047.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik, terima kasih. Ini dari Bawaslu?
1048.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Baik. Majelis Yang Terhormat, terkait dengan Keputusan KPU RI
Nomor 810 Tahun 2019 yang berikutnya terkait dengan Keputusan KPU
Provinsi Papua, itu hanya memperbolehkan Kabupaten Yahukimo pada
tahun 2020 ini untuk menggunakan sistem noken. Nah, itu keputusannya
ada di Nomor 98 Tahun 2020, jika nanti Majelis ... apa ... berkenan, ini
nanti kami akan jadikan sebagai alat bukti tambahan, jika berkenan.

1049.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan kalau memang bisa nanti diajukan, itu supaya ada
nanti ada bahan kita.

1050.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1051.HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih (...)

1053.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua, satu.
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1054.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!
1055.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu pertanyaan saja, Bawaslu. Anda melihat dalam hasil
pengawasan, itu masih dilaksanakan sebagian pakai sistem noken, ya?

1056.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Pakai ... pakai sistem noken semua, Majelis.
1057.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pakai noken semua?
1058.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Karena dari data akhir saja kita melihat kalau DPT-nya (...)
1059.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan, soal ... soal suaranya 0-nya kita tidak mempersoalkan
suara 0, itu kan masih ... yang Saudara ikuti, yang Saudara awasi, yang
Sa_udara pantau itu masih ada menggunakan noken? Ya atau tidak? Itu
saja.
1060.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Ya.
1061.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya? Kira-kira berapa TPS itu?
1062.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Semuanya.

1063.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semua TPS?
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1064.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Ya, Yang Mulia.
1065.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada enggak disampaikan di ... apa ... di laporan tertulisnya? Di
jawaban Bawaslu ke kami?

1066.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Tidak ada, Yang Mulia.
1067.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tidak ada. Tapi itu ada, ya?
1068.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Pada realitanya ada, Yang Mulia.
1069.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pada realitanya pemilihan itu dilakukan dengan sistem noken?
1070.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)
Ya, Yang Mulia.
1071.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Pada ... pada semua distrik atau 2 distrik itu saja?

1072. TERMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

1zin, Majelis.
1073.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Hampir semuanya, Yang Mulia. Di Yalimo, ada 5 distrik.
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1074.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada 5 distrik? Jadi, 5-5 distrik itu dilakukan dengan sistem noken?

Atau hanya 27?

1075.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Di ibu kota distrik tetap dilakukan dengan sistem pemilihan,
namun di kampung hampir semua dilakukan dengan sistem noken, Yang

Mulia.

1076.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, di ibu kota distrik dilakukan dengan pemilihan yang one
man one vote, tapi di kampung hampir semua dilakukan dengan sistem

noken, gitu?

1077.BAWASLU: YOHANES DOGOPIA (KAB. YALIMO)

Siap, Yang Mulia.
1078.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pak Ketua KPU.

1079.TERMOHON PERKARA NOMOR
YEHEMIA WALIANGGEN

Izin, Majelis.
1080.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, ini kan (...)

1081.TERMOHON PERKARA NOMOR
YEHEMIA WALIANGGEN

97 /PHP.BUP-XIX/2021:

97 /PHP.BUP-XIX/2021:

Saya jelaskan terkait tahapan yang sudah kami laksanakan, ya.
Jadi, kami itu bukan sistem noken. Jadi, pernyataan Bawaslu itu tidak
benar. Karena sejak arahan yang kita laksanakan, itu Bawaslu selalu

mengawasi itu, semenjak awal.

Jadi Yalimo, pemilihan tidak dilakukan secara sistem ikat atau

noken. Terima kasih.
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1082.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi itu (...)

1083.TERMOHON PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-XIX/2021:
YEHEMIA WALIANGGEN

Dan itu tidak ada direkomendasi oleh Bawaslu maupun panwas
distrik. Ya, jadi Bawaslu sampai dengan jajarannya itu mereka mengikuti
tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Terima kasih.

1084.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Cukup, Pak Ketua.
1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu sudah selesai, ya. Terima
kasih Bawaslu Kabupaten Yalimo. Sekarang kita mengesahkan bukti ...
bukti yang disampaikan oleh Termohon Perkara 50/PHP.BUP-XIX/2021,

T-1 sampai dengan T-60, kemudian ada bukti tambahan T-61 dan T-62,
betul? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian P ... Pihak Terkait mengajukan Bukti P-1 sampai
dengan P-589, betul?

1086.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-
XIX/2021: IRENEUS SURIA

Betul, Yang Mulia.
1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-15? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus, sekarang untuk Kabupaten Yalimo, ada tambahan tadi
sudah di verifikasi?
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1088.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Baik, Majelis, jadi kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Yalimo dari
PK-1 sampai PK-10 tadi ada tambahan 2 alat bukti baru, jadi PK-11 dan
PK-12, Majelis.
1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1090.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Terima kasih.

1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, saya tanya dulu untuk Bawaslu Bukti PK-1 sampai dengan
Bukti PK-10 ada tambahan Bukti PK-11 dan Bukti PK-12, ya.

1092.BAWASLU: JAMALLUDDIN LADO RUA (PROV. PAPUA)
Betul, Majelis.
1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT
_ Baik. Kemudian Termohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-74,
palk Terus kemudian Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti
PT-45. Betul?

1094.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: ALOYSIUS RENWARIN

Betul, Yang Mulia Majelis.
1095.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Betul?

1096.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: ALOYSIUS RENWARIN

Ya.
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1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian softcopy tolong disampaikan di Kepaniteraan, vya.
Softcopy Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait itu belum
disahkan[Sic!] softcopynya, vya. Nanti diserahkan pada waktu
persidangan ini sudah selesai.

Ini yang punya Pihak Terkait itu urutan bukti fisik beda dengan
daftar alat bukti, yang dipakai yang mana ini? Nanti diselesaikan ya
catatannya. Ini ada catatan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45
urutan daftar bukti dan bukti fisiknya itu enggak sesuai, nanti
diselesaikan, ya.

1098.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97 /PHP.BUP-
XIX/2021: ALOYSIUS RENWARIN

Ya, Majelis. Kami selesaikan.
1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, catatannya itu. Kemudian terima kasih, persidangan ini
selesai. Sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan bahwa Perkara Nomor
50/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 ini
akan kita laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk diambil keputusannya,
apakah perkara ini, Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara
Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, akan lanjut atau tidak lanjut. Untuk itu
nanti akan diberitahukan ke Kepaniteraannya. Kalau yang lanjut,
jumlahnya saksi berapa, macam-macam, kapan itu, nanti akan
diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Sebelum saya akhiri ada
pertanyaan atau ada yang akan disampaikan?

1100.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Izin, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021,
Yang Mulia.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar. Silakan!
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1102.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Kami sudah menerima keterangan dari Bawaslu bahwa hasil
pengawasannya di Welarek itu sesuai dengan dalil kami, tetapi tadi tidak
dibacakan, Yang Mulia. Ya, hanya penegasan saja.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho yang itu dianggap dibacakan.

1104.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Oh siap, Yang Mulia.
1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kan? Itu tadi kan sudah saya sampaikan (...)

1106.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Siap, Yang Mulia.
1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kalau yang enggak ada dibacakan, dianggap dibacakan, kan?

1108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021: M. NURSAL

Siap, terima kasih. Itu saja, Yang Mulia.
1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Oke jadi tadi Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti

PT-46, tapi yang jadi masalah adalah urutan bukti fisik tidak sesuai
dengan daftar alat buktinya. Nanti di ... ya, diselesaikan di Kepaniteraan,

ya.
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Baik kalau begitu sudah tidak ada lagi sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021
Panitera,
Muhidin
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